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Bagian 1
Proses Analisis Kebijakan

PENGANTAR

Analisis kebijakan merupakan proses penelitian multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan suatu kebijakan. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memecahkan masalah, analisis kebijakan menggunakan metode ilmu sosial, teori, dan temuan substantif untuk memecahkan masalah secara sederhana.
METODOLOGI PENELITIAN KEBIJAKAN

Metodologi penelitian kebijakan mengacu pada penelitian kritis terhadap solusi potensial terhadap permasalahan praktis. Abraham Kaplan, salah satu pendiri ilmu kebijakan, mengamati bahwa tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dan mempertanyakan, tidak hanya produk penelitian kebijakan, namun juga proses yang digunakan untuk menciptakan produk tersebut. Metodologi penelitian kebijakan berkontribusi pada pemahaman reflektif terhadap teori, metode, dan praktik bidang khusus seperti analisis manfaat biaya di bidang ekonomi, analisis implementasi dalam ilmu politik, dan penganggaran program dalam administrasi publik. Bidang-bidang ini dan bidang-bidang khusus lainnya mempunyai peranan penting dalam proses penelitian kebijakan karena bidang-bidang tersebut membantu dalam memberikan landasan multidisiplin.
Metodologi penelitian kebijakan tidak sama dengan metode seperti analisis regresi, wawancara etnografi, atau analisis manfaat biaya, karena metodologi berkaitan dengan asumsi filosofis yang membenarkan penggunaan metode-metode tersebut. Metodologi penelitian kebijakan juga tidak setara dengan filsafat ilmu tertentu, misalnya positivisme logis, hermeneutika, atau pragmatisme. Sebaliknya, metodologi penelitian kebijakan bersifat eklektik secara produktif; para praktisinya bebas memilih di antara berbagai metode ilmiah, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan filosofi ilmu pengetahuan, selama metode-metode tersebut menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dalam konteks ini, analisis kebijakan mencakup seni dan kerajinan, yang dapat dianggap ilmiah ketika berhasil menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Pengetahuan yang masuk akal dan peraturan praktis yang telah diketahui dengan baik, keduanya merupakan produk pembelajaran evolusioner lintas generasi dari pemecahan masalah, yang sering

kali menghasilkan kesimpulan yang setidaknya sama andalnya, dan terkadang lebih dapat diandalkan, dibandingkan dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh metode ilmu sosial khusus.
Alasan analisis kebijakan bersifat pragmatis adalah karena analisis kebijakan berbeda dengan disiplin ilmu sosial yang menggunakan pengetahuan demi kepentingannya sendiri. Relevansi disiplin ilmu ini terhadap kebijakan tidak hanya bergantung pada statusnya sebagai ilmu pengetahuan, namun juga pada sejauh mana keberhasilan ilmu tersebut dalam menjelaskan dan mempermudah permasalahan praktis. Bagaimanapun, permasalahan praktis tidak datang dalam lingkup disiplin ilmu terpisah yang ditujukan kepada departemen ilmu sosial. Di dunia saat ini, analisis kebijakan multidisiplin tampaknya paling sesuai dengan kompleksitas pembuatan kebijakan publik.
ANALISIS KEBIJAKAN MULTIDISIPLIN

Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif. Hal ini bergantung pada disiplin ilmu sosial tradisional untuk menggambarkan dan menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan. Namun kebijakan ini juga bersifat normatif, sebuah istilah yang mengacu pada penilaian nilai tentang apa yang seharusnya terjadi, berbeda dengan pernyataan deskriptif tentang apa yang seharusnya ada. Untuk mengetahui masalah efisiensi dan keadilan, analisis kebijakan juga mengacu pada ilmu ekonomi normatif dan analisis keputusan, serta etika dan cabang filsafat sosial dan politik lainnya, yang semuanya membahas tentang apa yang seharusnya terjadi. Komitmen normatif ini berasal dari kenyataan bahwa menganalisis kebijakan menuntut kita memilih antara konsekuensi yang diinginkan (tujuan) dan tindakan yang diinginkan (upaya). Pilihan tujuan dan upaya memerlukan pertukaran yang berkelanjutan di antara nilai-nilai efisiensi, kesetaraan, keamanan, kebebasan, demokrasi, dan pencerahan/pemahaman yang saling bersaing. Pentingnya penalaran normatif dalam analisis kebijakan disampaikan dengan baik oleh mantan wakil menteri di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, “Masalah kita bukanlah melakukan apa yang benar. Masalah kita adalah mengetahui apa yang benar.”

Pengetahuan yang Relevan dengan Kebijakan

Analisis kebijakan dirancang untuk memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang lima jenis pertanyaan:
· Masalah kebijakan. Masalah apa yang mungkin dicari solusinya? Apakah pemanasan global merupakan akibat ulah manusia dari emisi kendaraan, atau akibat fluktuasi suhu atmosfer secara periodik? Alternatif apa yang tersedia untuk mengurangi pemanasan global? Apa hasil potensial dari alternatif-alternatif ini dan apa nilai atau kegunaannya?
· Hasil kebijakan yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan dari kebijakan yang dirancang untuk mengurangi emisi berbahaya di masa depan? Karena fluktuasi alam yang terjadi secara periodik sulit atau bahkan mustahil untuk dikendalikan, seberapa besar kemungkinan emisi dapat dikurangi dengan menaikkan harga bensin dan solar atau mengharuskan pesawat menggunakan biofuel?
· Preferensi kebijakan. Kebijakan mana yang harus dipilih, dengan mempertimbangkan tidak hanya hasil yang diharapkan dalam mengurangi emisi berbahaya, namun juga nilai pengurangan emisi dalam kaitannya dengan biaya dan manfaat moneter? Apakah keadilan lingkungan harus dihargai bersamaan dengan efisiensi ekonomi?
· Pengamatan hasil kebijakan. Hasil kebijakan apa yang diamati, yang dibedakan dari hasil yang diharapkan sebelum kebijakan pilihan diterapkan? Apakah kebijakan yang dipilih benar-benar menghasilkan pengurangan emisi, atau apakah penurunan produksi minyak dunia dan kenaikan harga bahan bakar serta berkurangnya pengemudi juga mengurangi emisi?
· Kinerja kebijakan. Sejauh mana kinerja kebijakan telah dicapai, sebagaimana ditentukan oleh hasil kebijakan yang bernilai yang menandakan pengurangan pemanasan global melalui pengendalian emisi? Sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai ukuran kinerja kebijakan lainnya, misalnya pengurangan biaya emisi karbon dan pemanasan global bagi generasi mendatang?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menghasilkan lima jenis informasi yang relevan dengan kebijakan, yang ditunjukkan dalam kotak persegi panjang pada Gambar 1.1
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Gambar 1.1
Analisis Kebijakan Multidisiplin

Permasalahan kebijakan merupakan representasi dari situasi masalah, yang merupakan rangkaian kekhawatiran yang menyebar, tanda-tanda stres yang tidak terlihat, atau kejutan yang tidak ada solusi yang jelas. Pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan memerlukan pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang mendahului situasi masalah (misalnya, putus sekolah sebagai penyebab pengangguran), serta pengetahuan tentang nilai-nilai (misalnya, sekolah yang aman atau upah yang layak) yang pencapaiannya dapat mengarah pada definisi masalah dan kemungkinan solusinya. Pengetahuan tentang kebijakan masalah juga mencakup setidaknya dua solusi potensial terhadap masalah tersebut dan, jika ada, peluang bahwa setiap alternatif kemungkinan besar akan mencapai solusi. Pengetahuan tentang masalah kebijakan berperan penting dalam analisis kebijakan, karena cara suatu masalah didefinisikan akan menentukan identifikasi solusi yang tersedia. Pengetahuan yang tidak memadai atau salah dapat mengakibatkan kesalahan yang serius atau bahkan fatal: mendefinisikan masalah yang salah.
Hasil kebijakan yang diharapkan kemungkinan besar merupakan konsekuensi dari penerapan satu atau lebih alternatif kebijakan yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah. Pengetahuan tentang keadaan yang menimbulkan suatu masalah penting untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Namun, pengetahuan seperti ini sering kali tidak cukup karena masa lalu tidak terulang kembali, dan nilai-nilai yang membentuk perilaku mungkin saja berubah di masa depan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan

tidak berdasarkan pada situasi yang ada. Untuk menghasilkan pengetahuan seperti itu mungkin memerlukan kreativitas, wawasan, dan penggunaan pengetahuan tacit.
Preferensi kebijakan merupakan solusi potensial terhadap suatu masalah. Untuk memilih kebijakan yang diinginkan, diperlukan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan serta pengetahuan tentang nilai atau kegunaan hasil yang diharapkan. Cara lain untuk menyatakan hal ini adalah bahwa dasar-dasar faktual dan nilai diperlukan dalam suatu preferensi kebijakan. Fakta bahwa suatu kebijakan lebih efektif atau efisien dibandingkan kebijakan lainnya tidak hanya membenarkan pilihan dari preferensi kebijakan. Premis faktual harus digabungkan dengan premis nilai yang melibatkan kesetaraan, efisiensi, keamanan, demokrasi, pencerahan, atau nilai lainnya.
Kinerja kebijakan adalah sejauh mana hasil kebijakan yang diamati memberikan kontribusi terhadap solusi suatu masalah. Dalam praktiknya, kinerja kebijakan tidak pernah sempurna. Masalah jarang “terpecahkan”; sering kali masalah terselesaikan, dirumuskan ulang, dan bahkan “belum terselesaikan.” Untuk mengetahui apakah suatu masalah telah terselesaikan, diperlukan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diamati, serta pengetahuan tentang sejauh mana hasil tersebut berkontribusi terhadap peluang perbaikan yang bernilai yang menimbulkan suatu masalah.
Transformasi Pengetahuan

Kelima jenis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan saling bergantung. Garis lurus yang menghubungkan setiap pasangan komponen pada Gambar 1.1 mewakili transformasi pengetahuan, di mana satu jenis pengetahuan diubah menjadi jenis pengetahuan lain, sehingga penciptaan pengetahuan pada titik mana pun bergantung pada pengetahuan yang dihasilkan dalam fase yang berdekatan (dan paling sering sebelumnya). Misalnya, informasi tentang kinerja kebijakan bergantung pada transformasi informasi sebelumnya tentang hasil kebijakan yang diamati. Alasan ketergantungan ini adalah bahwa penilaian apa pun mengenai seberapa baik suatu kebijakan mencapai tujuannya mengasumsikan bahwa kita telah memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan mengenai hasil dari kebijakan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa jenis-jenis pengetahuan dihubungkan dengan garis-garis lurus dan bukan panah untuk menunjukkan bahwa pengetahuan dapat ditransformasikan maju dan mundur secara berulang-ulang. Proses transformasi jarang bersifat linear.

Pengetahuan mengenai permasalahan kebijakan merupakan suatu hal yang khusus. Pengetahuan tentang masalah kebijakan mengandung jenis pengetahuan lain. Beberapa jenis pengetahuan mungkin disertakan—misalnya, pengetahuan tentang kebijakan yang diinginkan—dan jenis pengetahuan lainnya tidak disertakan. Apa yang dimasukkan atau dikecualikan dalam perumusan masalah mempengaruhi kebijakan mana yang akhirnya ditentukan, nilai-nilai mana yang dipilih sebagai kriteria kinerja kebijakan, dan hasil apa yang diharapkan, memerlukan atau tidak memerlukan perhatian. Dengan risiko terjadinya pengulangan, perlu ditekankan bahwa kesalahan fatal dalam analisis kebijakan adalah kesalahan Tipe III—yaitu mendefinisikan masalah yang salah.
Metode Analisis Kebijakan

Kelima jenis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan diproduksi dan ditransformasikan dengan menggunakan metode analisis kebijakan, yang merupakan sarana yang mendorong produksi dan transformasi pengetahuan. Metode melibatkan berbagai jenis penilaian: penilaian untuk menerima atau menolak suatu penjelasan, untuk menegaskan atau membantah benar atau salahnya suatu kebijakan yang dipilih, untuk menentukan atau tidak menentukan suatu kebijakan yang dipilih, untuk menerima atau menolak prediksi tentang hasil yang diharapkan, untuk merumuskan masalah dengan satu cara dan bukan dengan cara lain.
Dalam analisis kebijakan, metode-metode ini ialah sebagai berikut.

· Perumusan masalah. Metode perumusan masalah digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan. Metode perumusan masalah mencakup diagram pengaruh dan pohon keputusan. Contoh lain dari metode perumusan masalah mencakup pemetaan argumen.
· Peramalan. Metode peramalan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Contoh alat peramalan sederhana adalah kartu skor. Kartu skor, yang didasarkan pada penilaian para ahli, berguna dalam mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
· Rekomendasi. Metode rekomendasi digunakan untuk menciptakan pengetahuan tentang kebijakan yang disukai. Contoh metode preskriptif adalah spreadsheet. Spreadsheet ini

lebih dari sekadar mengidentifikasi hasil kebijakan yang diharapkan, namun juga mengungkapkan konsekuensi dalam bentuk manfaat dan biaya moneter.
· Pemantauan. Metode pemantauan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan mengenai hasil kebijakan yang diamati. Kartu skor merupakan metode sederhana untuk memantau hasil kebijakan yang diamati serta memperkirakan hasil kebijakan yang diharapkan.
· Penilaian atau evaluasi. Metode evaluasi digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang nilai atau kegunaan hasil kebijakan yang diamati dan kontribusinya terhadap kinerja kebijakan. Spreadsheet dapat digunakan untuk evaluasi dan juga rekomendasi.
Metode pertama, yakni perumusan masalah, berkaitan dengan metode lainnya. Oleh karena itu, perumusan masalah disebut dengan metametode (metode dari metode). Dalam proses menyusun suatu masalah, para analis biasanya mengalami “situasi yang menyusahkan, membingungkan dan penuh cobaan, dimana kesulitan tersebut, seolah-olah, menyebar ke seluruh situasi, menularkannya secara keseluruhan.” Situasi masalah bukanlah masalah, karena masalah merupakan representasi atau model dari situasi masalah. Oleh karena itu, permasalahan tidak terjadi “di luar sana” tetapi berasal dari interaksi pemikiran banyak orang dan lingkungan eksternal di mana mereka bekerja atau tinggal. Penting untuk dipahami bahwa analis dengan perspektif berbeda melihat situasi masalah yang sama dengan cara berbeda. Bayangkan sebuah grafik yang menunjukkan peningkatan pengeluaran pertahanan nasional sebesar triliunan dolar. Situasi permasalahan, yang ditunjukkan oleh grafik, dapat dilihat oleh satu pemangku kepentingan sebagai bukti peningkatan keamanan nasional (lebih banyak anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan) dan oleh pemangku kepentingan lainnya sebagai indikasi berkurangnya sumber daya untuk layanan sosial (lebih sedikit anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan). dialokasikan untuk layanan sosial). Penataan masalah, suatu proses pengujian formulasi situasi masalah yang berbeda, mengatur produksi dan transformasi pengetahuan yang dihasilkan oleh metode lain. Penataan masalah, yang penting untuk mencapai perkiraan solusi terhadap masalah-masalah yang tidak terstruktur atau “jahat”, merupakan sistem panduan utama dalam analisis kebijakan.
Metode analisis kebijakan saling bergantung. Tidak mungkin menggunakan satu metode tanpa menggunakan metode lain. Oleh karena itu, walaupun dimungkinkan untuk memantau kebijakan- kebijakan di masa lalu tanpa memperkirakan konsekuensinya di masa depan, biasanya tidak mungkin untuk memperkirakan kebijakan-kebijakan tanpa melakukan pemantauan terlebih

dahulu. Demikian pula, para analis dapat memantau hasil-hasil kebijakan tanpa mengevaluasinya, namun tidak mungkin untuk mengevaluasi suatu kebijakan, tanpa terlebih dahulu memantau keberadaan dan besarnya suatu hasil. Yang terakhir, untuk memilih kebijakan yang diinginkan biasanya mengharuskan para analis untuk memantau, mengevaluasi, dan memperkirakan hasilnya. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa rekomendasi kebijakan didasarkan pada premis faktual dan nilai.
Gambar 1.1 memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan metode dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Kelima metode analisis kebijakan digunakan dalam ilmu politik, sosiologi, ekonomi, riset operasi, administrasi publik, evaluasi program, dan etika. Beberapa metode digunakan semata-mata atau terutama dalam beberapa disiplin ilmu, dan tidak pada disiplin ilmu lainnya. Evaluasi program, misalnya, menggunakan pemantauan untuk menyelidiki apakah suatu kebijakan relevan secara kausal dengan hasil kebijakan yang diamati. Meskipun evaluasi program telah banyak menggunakan analisis deret waktu, analisis regresi-diskontinuitas, pemodelan kausal, dan teknik lain yang terkait dengan desain dan analisis eksperimen lapangan, penerapan penelitian dalam ilmu politik belum banyak dilakukan. Sebaliknya, peneliti implementasi lebih mengandalkan teknik analisis studi kasus. Contoh lain datang dari peramalan. Meskipun peramalan sangat penting dalam ilmu ekonomi dan analisis sistem, ilmu ekonomi hampir secara eksklusif menggunakan teknik ekonometrik. Analisis sistem telah lebih memanfaatkan teknik peramalan kualitatif untuk mensintesis penilaian ahli, misalnya teknik Delphi dan teknik kualitatif lainnya dalam mensintesis penilaian ahli.
BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis Prospektif dan Retrospektif

Sebelum membuat formulasi, analisis kebijakan prospektif memerlukan penciptaan dan transformasi pengetahuan. Gaya operasional para ekonom, analis sistem, peneliti operasi, dan analis keputusan dicirikan oleh analisis prospektif, atau analisis ex ante. Williams menyebut analisis kebijakan sebagai jenis analisis prospektif. Analisis pengetahuan dilakukan melalui analisis kebijakn untuk memperoleh pilihan dan preferensi kebijakan yang dinyatakan dalam istilah komparatif, antisipatif, kuantitatif, dan kualitatif. Analisis ini tidak mencakup pengumpulan pengetahuan. Sebaliknya, penelitian kebijakan mengacu pada penelitian yang menggunakan metode ilmu sosial untuk menggambarkana atau menjelaskan suatu fenomena. Namun demikian,

kesenjangan antara pemilihan solusi yang diinginkan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya seringkali muncul dalam analisis prospektif. Kesenjangan ini terjadi karena hanya sedikit pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan sebelum kebijakan diimplementasikan.
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Gambar 1.2 Bentuk Analisis Kebijakan
Analisis retrospektif merupakan penciptaan atau transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, analisis retrospektif mencirikan gaya operasi dari beberapa kelompok analis:
a) Analisis yang berorientasi pada disiplin
Kelompok ini sebagian besar terdiri dari ilmuwan politik, ekonom, dan sosiolog yang berupaya mengembangkan dan menguji teori berbasis disiplin ilmu tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan. Kelompok analisis ini tidak berusaha mengidentifikasi tujuan dan sasaran mengapa suatu kebijakan dibuat.
b) Analisis yang berorientasi pada masalah
Analisis ini menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan. Kelompok analisis ini kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori- teori, namun lebih kepada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi suatu masalah.
c) Analisis yang berorientasi pada aplikasi

Kelompok analisis ini juga berusaha untuk menerangkan sebab da konsekuensi kebijakan- kebijakan dan program publik, tetapi tidak melakukan pengembangan dan pengujian teori- teori dasar. Kelompok ini menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan serta melakukan identifikasi tujuan dan sasaran dari para pembuat kebijakan.
Gaya operasi ketiga kelompok analisis ini mencerminkan kekuatan dan kelemahan karakteristik masing-masing. Analis yang berorientasi pada disiplin dan berorientasi pada masalah jarang menghasilkan pegetahuan yang secara langsung berguna bagi pembuat kebijakan. Bahkan ketika analis yang berorientasi pada masalah menyelidiki masalah seperti kesempatan pendidikan, konservasi energi, dan pengendalian kejahatan maka hasilnya adalah pengetahuan makronegatif artinya pengetahuan yang menggambarkan penyebab dasar dari kebijakan dengan tujuan untuk menunjukkan alasannya kenapa kebijakannya tidak berfungsi. Sebaliknya, pengetahuan mikropositif menunjukkan kebijakan apa yang berhasil dalam kondisi tertentu. Bahkan ketika nalis berorientasi pada aplikasi yang memberikan pengetahuan mikropositif, mereka mungkin merasa sulit untuk berkomunikasi dengan praktisi analisis kebijakan ex ante, karena analis yeng berorientasi pada aplikasi berfokus pada hasil yang diamati (retrospektif) dibandingkan hasil yang diharapkan (proseptif). Di lingkungan lembaga, analis ex ante yang tugasnya menemukan solusi masa depan yang efisien dan optimal umumnya kurang memiliki pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diamati melalui analisis retrospektif. Praktisi analisis ex ante juga mungkin tidak berhasil menentukan secara rinci jenis pengetahuan terkait kebijakan yang berguna untuk memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan rekomendasi publik. Seperti yang dikatakan Alice Rivlin,” hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan sangat tidak jelas sehingga hampir semua evaluasi terhadap kebijakan tersebut dianggap tidak relevan karena tidak memperhatikan masalah yang menjadi tujuan kebijakan tersebut”. Selain itu, pembentuk undang-undang seringkali merumuskan permasalahan secara umum untuk mendapatkan keuntungan, mencegah oposisi, dan menjaga fleksibilitas politik.
Perbedaan antara gaya operasi analis menunjukkan bahwa analis berorientasi pada disiplin ilmu dan berorientasi pada masalah sehingga memberikan informasi yang kurang berguna dibandingkan analisis yang berorientasi pada aplikasi, karena analisis retrospektif (ex post) secara keseluruhan kurang efektif dalam memecahkan masalah dibandingkan analisis prospektif (ex ante). Kesimpulan ini seringkali menjadi perdebatan oleh para ekonom, karena para pembuat kebijakan

juga memerlukan saran mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Meskipun demikian, pendekatan retrospektif menekankan pada hasil dari tindakan yang diamati, artinya benar-benar berhasil atau tidak dengan spekulasi mengenai hasil kebijakan yang diharapkan. Analisis yang berorientasi pada displin dan masalah dapat menawarkan kerangka kerja baru untuk memahami pembuatan kebijakan, menuntut kebijaksanaan konvensional, menuntut mitos sosial dan ekonomi, dan membentuk opini publik terkait analisis retrospektif. Meskipun telah mempengaruhi prioritas dan pemahaman intelektual, namun tidak memberikan hasil yang optimal dalam menawarkan solusi potensial untuk permasalahan tertentu.
Analisis Deskriptif dan Normatif

Gambar 1.2 juga menunjukkan perbedaan terkait analisis deskriptif dan normatif. Analisis kebijakan deskriptif sejajar dengan teori keputusan dekriptif yang mengacu pada serangkaian proposisi yang konsisten secara logis dengan menggambarkan atau menjelaskan suatu tindakan. Teori keputusan deskriptif dapat diuji terhadap observasi yang diperoleh melalui pemantauan dan peramalan. Teori deskriptif dan kerangka konseptual cenderung berasal dari ilmu politik, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan fungsi utama teori dan kerangka kerja ini adalah untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi kebijakan dengan emngidentifikasi pola kausalitas yang disebut juga dengan mekanisme sebab akibat. Fungsi pendekatan pemantauan seperti eksperimen lapangan adalah untuk menetapkan perkiraan validitas kesimpulan kausal yang menghubungkan kebijakan degan perkiraan hasil kebijakan tersebut. Pada gambar 1.2 analisis kebijakan deskriptif dapat divisualisasikan sebagai sumbu yang bergerak dari kuadran kiri bawah (pemantauan) ke kuadran kanan atas (peramalan).
Analisis kebijakan normatif sejajar dengan teori keputusan normatif, yang mengacu pada serangkaian proposisi yang konsisten secara logis dengan mengevaluasi atau menentukan tindakan. Pada gambar 1.2 analisis kebijakan normatif dapat divisualisasikan sebagai sumbu yang berjalan dari kuadran kanan bawah ke kuadran kanan atas (rekomendasi) kuadran kiri (evaluasi). Berbagai jenis pengetahuan diperlukan untuk menguji teori keputusan normatif yang membedakan dari teori keputusan deskriptif. Metode evaluasi dan rekomendasi memberikan informasi tentang kinerja kebijakan dan kebijakan yang dipilih, kebijakan yang efisien secara optimal karena manfaatnya lebih besar daripada biayanya atau secara adil karena publik yang paling mengharapkan menjadi lebih baik. Penting mengetahui ciri-ciri analisis kebijakan normatif adalah

proposisinya bertumpu pada nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, kesetaraan, daya tanggap, kebebasan, pencerahan, dan keamanan.
Penataan Masalah dan Pemecahan Masalah

Prosedur penataan masalah dirancang untuk mengidentifikasikan elemen-elemen yang masuk kedalam definisi masalah, namun tidak untuk mengidentifikasi solusi. Sebaliknya metode pemecahan masalah dirancang untuk memecahkan masalah, bukan untuk menyusun masalah. Pemecahan masalah pada dasarnya bersifat teknis, hal ini berbeda dengan penataan masalah yang pada dasarnya bersifat konseptual. Teknik pemecahan masalah mencakup teknik seperti analisis manfaat-biaya dan perkiraan ekonometrik dan masalah harus diorganisir dengan baik agar dapat dipecahkan. Sebagai contoh, teknik pemecahan masalah memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tingkat variasi dalam hasil yang disebabkan oleh faktor tertentu.
Analisis Terintegrasi dan Tersegmentasi

Bentuk analisis retrospektif dan prospektif digabungkan dalam satu proses yang berkesinambungan. Bentuk analisis deskriptif dan normatif juga saling terkait, begitu juga metode yang dirancang untuk menyusun masalah dan juga menyelesaikannya. Singkatnya, ini berarti analisis terpadu menjadi perantara beberapa semen utama analisis kebijakan multidisplin, khususnya ekonomi dan ilmu politik.
Saat ini kebutuhan tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh disiplin ilmu sosial khusus yang seringkali menghasilkan analisis kebijakan yang tersegmentasi. Namun, saat ini perantara disiplin ilmu yang tersegmentasi ini dilakukan oleh profesi multidisiplin termasuk administrasi publik, perencanaan, manajemen, dan analisis kebijakan. Profesi multidisiplin ini contohnya seperti and Administration (NASPAA), American Planning Association (APA), International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), dan Akademi Manajemen (AM), Operations Research Society of America (ORSA), dan Association for Public Policy and management (APPAM). Profesi-profesi tersebut jauh lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu ekonomi, politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. terlepas dari kesepakatan yang hampir umum di antara para analis dan praktisi kebijakan bahwa penelitian multidisiplin sangat penting untuk menyelesaikan tantangan dunia nyata, yang melintasi batas-batas disiplin ilmu.

Kerangka analisis kebijakan terpadu ini membantu mengkaji asumsi, kekuatan, dan keterbatasan metode yang digunakan dalam disiplin ilmu yang sangat terspesialisasi sehingga sulit diterapkan pada penyelesaian masalah praktis. Namun, kerangka analisis kebijakan terpadu ini mengidentifikasi dan menghubungkan tujuan metode analisis kebijakan, sehingga dapat dilihat fungsi spesifik yang dilakukan oleh metode penataan masalah, pemantauan, evaluasi, peramalan, dan rekomendasi. Kerangka kerja ini mengidentifikasi berbagai jenis analisis kebijakan; prospektif (ex ante) dan retrospektif (ex post), deskriptif dan normatif, serta penataan masalah dan pemecahan masalah. Kerangka kerja ini menjelaskan mengapa analisis kebijakan didefinisikan sebagai disiplin pemecahan masalah yang menghubungkan teori, metode, dan temuan substantif ilmu sosial untuk memecahkan masalah praktis.
PRAKTEK ANALISIS KEBIJAKAN

Logika yang Direkonstruksi versus Logika yang Digunakan

Rekonstruksi logis digunakan dalam proses analisis kebijakan terpadu. Karena semua rekonstruksi logis merupakan abstraksi dari perilaku dan bukan representasi yang akurat dari perilaku tersebut, maka proses pelaksanaan analisis kebijakan tidak pernah sepenuhnya konsisten dengan rekonstruksi tersebut. Frasa logika dalam penggunaan yang mengacu pada cara mempraktikkan logika, menangkap ketidaksesuaian ini sebagaimana para analis menjalankan tugas mereka. Khususnya penelitian tersebut sangat menyimpang dari “praktik terbaik” yang direkomendasikan rekonstruksi logis dalam hal metodologi. Macam-macam praktik terbaik bergantung pada sejumlah faktor termasuk pribadi analis, sosialisasi proffesional mereka, dan lingkungan kelembagaan publik.
1. Gaya kognitif.
Gaya kognitif pribadi para analis mempengaruhi mereka terhadap cara memperoleh, menafsirkan, dan menggunakan pengetahuan yang berbeda. Perusahaan, organisasi nirlaba, dan lembaga publik seperti Departemen Pemasyarakatan AS dan National Science Foundation menggunakan berbagai alat untuk mendiagnosis perbedaan gaya kognitif agar penempatan personel optimal.
2. Peran analitik
Dalam lingkungan agensi, sebagian besar analis relatif terisolasi dari hal-hal politik. Jika hal ini terjadi maka analis disebut sebagai teknisi, ada juga yang bukan konten teknis

namun bersifat politis. Maka para politis ini secara aktif berkomitmen untuk memajukan kepentingan para pemimpin politik atau pejabat yang mereka laporkan, biasanya pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Analis aktivis lainnya adalah “wirausahawan” yang mencari pengaruh lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Sistem insentif kelembagaan
Lembaga pencetus kebijakan mendukung beragam perspektif analitis, seperti perspektif humanistik, nilai kritis dan ilmiah. Validitas hasil dan rekomendasi dipengaruhi oleh penghargaan dan hukuman institusional yang ditawarkan oleh lembaga pencetus dan kelompok penelitian profesional lainnya.
4. Keterbatasan waktu institusi
Analis yang bekerja di lingkungan pemerintahan sering kali memiliki batasan waktu institusional yang ketat (umumnya 24 jam hingga 3 hari). Mereka bekerja dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, dan mungkin efisiensi yang lebih besar, dibandingkan analis yang bekerja di lingkungan akademis. Dapat dimengerti bahwa analis pemerintah jarang mengumpulkan data asli dan sebagian besar tidak menggunakan teknik yang rumit dan memakan banyak waktu.
5. Sosialisasi profesional
Disiplin dan profesi yang berbeda mensosialisasikan anggotanya ke dalam norma dan nilai yang berbeda. Analisis terhadap penelitian yang diterbitkan menunjukkan bahwa para analis menggunakan pendekatan naratif formal-kuantitatif dan informal, meskipun rekomendasi kebijakan yang baik terkadang memerlukan prosedur formal-kuantitatif.
6. Kerja tim multidisiplin
Tim multidisiplin banyak melakukan analisis untuk organisasi pemerintah. Anggota tim dengan latar belakang ilmu politik, sosiologi, dan evaluasi program seringkali lebih kuat dalam analisis retrospektif (ex post), sedangkan ekonom dan analis keputusan biasanya lebih cocok untuk melakukan analisis prospektif (ex ante). Efisiensi tim bergantung pada masing-masing anggota yang mengembangkan pengetahuan mendasar tentang teknik analisis yang digunakan oleh anggota lain.

Biaya Peluang Metodologi

Analisis terpadu memiliki biaya peluang. Mengingat waktu dan sumber daya yang terbatas, sulit untuk melakukan analisis ekonomi, politik, dan organisasi yang sistematis secara bersamaan.
Triangulasi berganda, atau yang disebut Cook sebagai multiplisme kritis, menanggapi beberapa kekurangan ini. Biaya peluang metodologis lainnya adalah mencoba mengikuti, tanpa waktu dan sumber daya yang memadai, doktrin dan prinsip-prinsip filsafat ilmu pengetahuan seperti positivisme logis, konstruktivisme, atau pragmatisme. Sebagai contoh, positivisme saat ini muncul sebagai metodologi dan epistemologi sepihak yang menyatakan bahwa pernyataan tentang kebijakan harus dapat diverifikasi secara logis dan empiris, diekspresikan dalam bahasa formal (ideal) seperti statistik matematis, dan dikonfirmasikan melalui pernyataan yang sesuai dengan beberapa gagasan tentang realitas obyektif, bukan realitas yang dibentuk oleh tindakan subyektif yang bermakna dari para pemangku kepentingan kebijakan. Positivisme logis, seperti yang dikatakan oleh Cook, merupakan metodologi yang dominan dalam analisis kebijakan dan evaluasi program pada era Perang Melawan Kemiskinan yang dicanangkan oleh Presiden Lyndon Johnson. Keuntungan dari multipelisme kritis dibandingkan dengan positivisme logis adalah bahwa multipelisme memberikan perkiraan yang lebih baik tentang apa yang benar dengan menggunakan prosedur yang melakukan triangulasi dari berbagai sudut pandang tentang apa yang perlu diketahui dan apa yang diketahui tentang kebijakan.
Kerugian dari multiplisme terletak pada biayanya. Triangulasi di antara berbagai perspektif, bersama dengan penggunaan berbagai metode, ukuran, dan sumber data, melibatkan biaya peluang yang signifikan. Ketika metode tunggal seperti pemodelan ekonometrik digunakan untuk mencapai ketepatan pengukuran dan generalisasi statistik, para analis melupakan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan yang mungkin dilakukan melalui wawancara etnografis, studi kasus, dan metode kualitatif lainnya. Seorang ahli ekonometrika terkemuka, yang mencatat bahwa para ekonom memiliki keunikan tersendiri di antara para ilmuwan sosial karena mereka dilatih hanya untuk menganalisis data yang ada, bukan untuk mengumpulkannya, mengamati bahwa "pekerjaan empiris dapat sangat ditingkatkan dengan menjadi peka terhadap konteks masalah (proses yang menghasilkan data) dan mengetahui banyak hal mengenai data yang dimiliki. Pengorbanan yang sama berlaku untuk metode sintesis penelitian,

atau meta-analisis, yang membeli ketepatan pengukuran dan sebab-akibat kebijakan secara umum dengan mengorbankan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks pembuatan kebijakan.
[image: ]

Sebaliknya, wawancara etnografis melibatkan biaya pengetahuan yang tinggi karena membutuhkan pengumpulan data primer yang substansial melalui wawancara. Namun, metode ini juga kurang akurat dan jarang memungkinkan generalisasi sebab-akibat kebijakan ke situasi lain. Meskipun ketepatan yang lebih tinggi dapat diperoleh melalui eksperimen lapangan, namun biaya yang dikeluarkan cukup besar, terutama jika digunakan bersama dengan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Yang pasti, triangulasi di antara perspektif, metode, dan ukuran yang konvergen (dan divergen) dapat meningkatkan validitas analisis kebijakan dan ilmu-ilmu sosial terapan lainnya. Namun, keterbatasan waktu dan keuangan membuat pengorbanan tidak dapat dihindari.
BERPIKIR KRITIS DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis kebijakan merupakan hal yang kompleks. Para analis harus menyaring sejumlah besar data yang tersedia, mengevaluasi sumber-sumber data tersebut, memilih metode analisis yang tepat, dan menggunakan yang efektif untuk mengkomunikasikan hasilnya. Tantangan ini

membutuhkan pemikiran kritis, yang yang melibatkan pengorganisasian, sintesis, dan evaluasi berbagai alasan dan bukti yang ditawarkan untuk mendukung klaim yang diajukan. Salah satu metode yang tersedia untuk tujuan ini adalah metode analisis argumen kebijakan. Dengan menganalisis argumen kebijakan, kita dapat mengidentifikasi dan menyelidiki asumsi-asumsi yang mendasari klaim-klaim kebijakan yang bersaing, mengenali dan mengevaluasi keberatan- keberatan dan mengevaluasi keberatan-keberatan terhadap klaim-klaim tersebut, dan mensintesis pengetahuan dari berbagai sumber.
Struktur Argumen Kebijakan

[image: ]Argumen kebijakan merupakan sarana utama untuk membawa perdebatan mengenai kebijakan publik. Meskipun para ilmuwan sosial sangat bangga dengan penggunaan metode ilmiah, mereka terlalu sering lupa bahwa "kebijakan publik terbuat dari bahasa. Baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, argumen adalah merupakan inti dari semua tahapan proses kebijakan." Struktur argumen kebijakan dapat direpresentasikan sebagai satu set yang terdiri dari tujuh elemen.

Klaim kebijakan (C). Klaim kebijakan adalah kesimpulan dari argumen kebijakan. Klaim kebijakan terdiri dari berbagai jenis. Beberapa bersifat normatif ("Kongres harus mengesahkan amandemen Undang-Undang Praktik Ketenagakerjaan yang Adil") dan beberapa bersifat deskriptif ("Penggunaan Internet akan meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang"). Ada pula yang bersifat evaluatif ("Distribusi kesempatan kerja tidak adil"), dan ada pula yang bersifat definitif ("Pengangguran adalah jumlah orang yang berada dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan").
Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (K). Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan memberikan dasar untuk klaim kebijakan. Dasar-dasar ini dapat berupa data statistik, temuan eksperimental, kesaksian ahli, atau akal sehat. Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah jawaban atas pertanyaan: Pengetahuan apa yang relevan dengan klaim? Pengetahuan, yang merupakan titik awal dari setiap argumen, memberikan dasar untuk membuat klaim kebijakan. Argumen kebijakan dapat membentuk rantai argumen dan bercabang menjadi pohon dan siklus.
Surat perintah (W). Surat perintah adalah alasan untuk mendukung klaim. Dapat berupa teori ekonomi, prinsip-prinsip etika, gagasan politik, atau otoritas profesional. Surat perintah menjawab pertanyaan "Mengapa alasan ini mendukung klaim? Berbagai jenis warrant terkait dengan argumen yang dibuat dalam berbagai disiplin ilmu dan profesi. Sebagai contoh, hukum menggunakan perbandingan kasus dan aturan bukti, sementara ekonomi ekonomi menggunakan teori dan hukum komponen seperti hukum utilitas uang yang semakin berkurang. Para pembuat kebijakan dan juga ilmuwan sosial menggunakan surat perintah kausal seperti "Pembersihan etnis etnis akan dihalangi oleh serangan udara yang membangun kredibilitas NATO di wilayah tersebut." Surat perintah tersebut, yang memberikan pembenaran untuk menerima klaim, menjawab pertanyaan: Dengan mempertimbangkan pengetahuan yang ada, alasan apa yang membuat klaim itu benar?
Kualifikasi (Q). Qualifier menyatakan sejauh mana suatu klaim kira-kira benar, mengingat kekuatan pengetahuan, jaminan, dukungan, keberatan, dan sanggahan. Meskipun para ilmuwan sosial dapat menyatakan kualifikasi dalam bahasa probabilitas formal (p = 0,01), bahasa biasa adalah cara normal untuk mengkualifikasikan klaim dengan istilah-istilah seperti: tentu saja, tentu saja, mungkin, kemungkinan besar, mungkin, kecuali keadaan yang tidak terduga. Kata kualifikasi, yang dimulai dengan kata kecuali, menjawab pertanyaan: Seberapa kuat atau kredibelkah klaim

tersebut? Ini adalah Hal ini terutama melalui proses argumentasi dan perdebatan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan, analis kebijakan, dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya menyesuaikan dan terkadang argumen. Perubahan tersebut, jika terjadi, didasarkan pada kekuatan keberatan dan sanggahan.
Dukungan (B). Dukungan adalah alasan tambahan untuk mendukung atau "mencadangkan" surat perintah. Backing, yang dimulai dengan kata karena, menjawab pertanyaan, Mengapa surat perintah mendukung klaim, dengan memberikan alasan, asumsi, atau argumen yang lebih umum. Berbagai jenis dukungan digunakan oleh berbagai disiplin ilmu dan profesi. Dukungan dapat berupa hukum ilmiah, aturan bukti, seruan terhadap otoritas para ahli, atau prinsip-prinsip etika dan moral. Sebagai contoh, perhatikan surat perintah yang diilustrasikan sebelumnya: "Pembersihan etnis akan dihalangi dengan serangan udara yang membangun kredibilitas NATO di wilayah tersebut." Dukungan untuk surat perintah yang menganjurkan penggunaan kekuatan koersif sering kali merupakan pernyataan informal tentang hukum utilitas yang semakin berkurang: "Semakin besar biaya suatu alternatif, semakin kecil kemungkinan alternatif itu akan dikejar."
Keberatan (O). Keberatan menentang atau menantang pengetahuan, surat perintah, dukungan, atau kualifikasi dengan mengidentifikasi kondisi khusus atau pengecualian yang mengurangi mengurangi keyakinan atas kebenaran pengetahuan, surat perintah, dukungan, atau kualifikasi. Sebuah keberatan, yang dimulai dengan kata tetapi, menjawab pertanyaan: Apakah ada keadaan khusus atau pengecualian yang mengancam kredibilitas surat perintah? Analis yang memasukkan keberatan ke dalam analisis mereka lebih mungkin untuk mengadopsi perspektif kritis terhadap suatu isu dengan mengidentifikasi asumsi yang lemah atau tersembunyi, mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan, atau mempertanyakan kemungkinan bantahan terhadap keberatan. Dengan demikian, para analis menjadi kritis terhadap diri sendiri, menantang asumsi mereka sendiri dan asumsi orang lain.
Sanggahan (R). Sanggahan adalah bantahan terhadap suatu keberatan. Sanggahan menentang atau menantang keberatan dengan mengidentifikasi kondisi khusus atau pengecualian yang mengurangi kepercayaan terhadap kebenaran keberatan. Sanggahan, yang dimulai dengan kata namun, menjawab pertanyaan: Apakah ada kondisi khusus atau pengecualian yang mengancam kredibilitas surat perintah? Banyak argumen kebijakan yang memiliki keberatan dan sanggahan,

karena pembuatan kebijakan melibatkan tawar-menawar, negosiasi, dan persaingan di antara antara penentang dan pendukung kebijakan.
Perspektif para analis dapat ditemukan dengan mengidentifikasi surat perintah, dukungan, keberatan, dan sanggahan yang mendasarinya. Secara signifikan, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang sama biasanya ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Penurunan tingkat kejahatan di daerah perkotaan mungkin disambut baik oleh kaum miskin kota, dipandang dengan skeptis oleh pemilik bisnis di pusat kota, ditolak oleh para kriminolog yang mengaitkan kejahatan perkotaan dengan perubahan pengangguran dan tunawisma, dan dielu-elukan sebagai sebuah prestasi oleh para pejabat terpilih. Dengan memeriksa argumen-argumen yang saling bertentangan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya, para analis dapat menemukan dan menilai secara kritis alasan-alasan dan bukti-bukti yang mungkin luput dari perhatian. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang dibawa oleh pemikiran kritis kepada para analis itu sendiri, yang dimungkinkan untuk menyelidiki asumsi mereka sendiri dengan memeriksa keberatan, kualifikasi, dan pengecualian terhadap klaim mereka sendiri.
RINGKASAN BAB

Bab ini telah menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan yang mengidentifikasi fungsi-fungsi metode dalam menciptakan dan mentransformasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Empat wilayah kerangka kerja, bersama dengan siklus dalam dan siklus luar, memberikan perhatian pada sifat-sifat khas dari metode-metode tersebut dan menunjukkan asal-usulnya dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan profesi. Karena tidak ada metode yang sesuai untuk semua atau sebagian besar masalah, ada kebutuhan untuk analisis multidisiplin, yang membutuhkan pengorbanan dan biaya peluang. Pada gilirannya, analisis pengorbanan dan peluang biaya peluang menuntut pemikiran kritis. Analisis argumen kebijakan sangat cocok untuk tujuan ini.

Bagian 2
Analisis Kebijakan dalam Proses Pembuatan Kebijakan

PENGANTAR

Analisis kebijakan menciptakan, menilai secara kritis, dan menyampaikan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Perbedaan antara sekitar dan tanda perbedaan penting antara analisis kebijakan, di satu sisi, dan ilmu politik dan ekonomi, disiplin yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan pengujian teori empiris tentang pembuatan kebijakan. Meskipun beberapa anggota disiplin in bekerja untuk mengatasi masalah praktis yang dihadapi pembuat kebijakan, sebagian besar dimotivasi oleh sistem insentif yang menuntut produksi pengetahuan demi kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, para analis kebijakan bekerja di bawah insentif yang dirancang untuk mempromosikan pengetahuan praktis - umumnya, pengetahuan tentang apa yang berhasil Meskipun analisis kebijakan menggunakan metode ilmu sosial, teori, dan temuan yang mendasar, tujuannya adalah memecahkan masalah-masalah praktis. Ini membutuhkan komunikasi dan penggunaan pengetahuan dalam serta mengenai proses pembuatan kebijakan.

KONTEKS SEJARAH

Dalam arti luas, analisis kebijakan sama tuanya dengan peradaban itu sendiri. Itu mencakup berbagai bentuk penyelidikan, dari mistik dan ilmu gaib sampai ilmu pengetahuan modern. Etimologis, istilah kebijakan berasal dari bahasa yunani, sanskerta, dan Latin. Polis yunani (negara-kota) dan sanskerta pur (kota) berevolusi menjadi politia Latin (negara) dan kemudian ke policie bahasa inggris tengah. Yang disebutkan belakangan memaksudkan pelaksanaan urusan kemasyarakatan atau administrasi negara.

Asal-usul etimologis dari kata kebijakan adalah sama untuk dua kata penting lainnya: polisi dan politik. Konotasi ganda ini terdapat dalam bahasa jerman dan slavia, yang hanya memiliki satu kata (Politik, Politik) untuk memaksudkan Politik dan Politik. Ini adalah salah satu alasan adanya batas-batas yang luas antara ilmu politik, administrasi publik, dan analisis kebijakan, serta kebingungan yang diakibatkannya terhadap tujuan mereka.

ASAL USULNYA

Analisis kebijakan istilah tidak perlu dibatasi pada makna kontemporer, dimana analysis mengacu pada memecahkan masalah ke elemen atau bagian dasar, seperti kit a membongkar jam atau kendaraan. Inilah makna "analisis" ketika istilah ini digunakan untuk berbicara tentang dekomposisi keputusan menjadi pilihan, alternatif, dan hasil. Pandangan terkait adalah bahwa analisis kebijakan merupakan koleksi teknik kuantitatif yang digunakan ole para analis sistem, analis keputusan, dan ekonom untuk memeriksa kemungkinan dan manfaat hasil kebijakan.

Dipahami dalam pengertian yang lebih luas, bagaimanapun, analisis kebijakan mungkin terlihat telah muncul pada titik tertentu dalam evolusi masyarakat manusia di mana pengetahuan praktis secara sadar dipupuk, sehingga mendorong pemeriksaan reflektif diri terhadap hubungan antara pengetahuan dan tindakan. Pengembangan prosedur khusus untuk menganalisis kebijakan terkait dengan munculnya peradaban kota dari masyarakat suku dan follk yang tersebar dan sebagian besar otonom. Sebagai kegiatan khusus, analisis kebijakan mengikuti perubahan dalam sosial dan, di atas semua organisasi politik yang menyertai teknologi produksi baru dan pola yang stabil dalam penyelesaian manusia.

Upaya awal untuk memupuk pengetahuan yang relevan pada kebijakan terjadi di Mesopotamia, di daerah yang sekarang adalah di irak selatan Basra. Di kota Ur di mesopotamia kuno, salah satu hukum pertama yang dibuat pada abad kedua puluh satu sm, sekitar dua ribu tahun sebelum aristoteles (384-322 sm), konghucu (551-479 sm), dan Kautilya (ca. 300 sm) menghasilkan karya sejarah klasik tentang pemerintahan dan politik. Pada abad kedelapan belas sm, penguasa babilon, dengan bantuan para profesional yang sekarang akan kita sebut analis kebijakan, menciptakan kode Hammurabi. Kaidah itu dirancang untuk menetapkan ketertiban umum yang terpadu dan adit dalam suatu periode manakala babilon sedang dalam masa transisi dari negara-kota kecil ke daerah teritorial yang luas. Kaidah Hammurabian, serangkaian kebijakan yang sejajar dengan hukum musa mencerminkan persyaratan ekonomi dan sosial bagi permukiman kota yang stabil di mana hak dan kewajiban ditetapkan menurut posisi sosial. Kode itu mencakup prosedur pidana, hak milik, perdagangan dan perdagangan, keluarga dan hubungan pernikahan, biaya dokter dan apa yang sekarang kita sebut akuntansi publik.

Kode-kode hukum mesopotamia awal merupakan tanggapan terhadap kompleksitas permukiman kota yang tetap, di mana kebijakan diperlukan untuk mengatur distribusi komoditas dan jasa, mengatur pencatatan, serta mempertahankan keamanan internal dan pertahanan eksternal. Kesadaran yang tumbuh tentang hubungan antara pengetahuan dan tindakan mendorong pertumbuhan strata berpendidikan yang berspesialisasi dalam produksi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, sebagaimana Lasswell menyebutnya, bertanggung jawab untuk memprakirakan kebijakan mereka diharapkan untuk meramalkan hasil panen pada awal musim tanam dan memprediksi hasil dari perang.

Karena para analis menggunakan mistik, ritual, dan ilmu gaib untuk meramalkan masa depan, metode mereka sulit ditiru. Tentu saja, prosedur ini dan prosedur lainnya sebagian didasarkan atas bukti yang diperoleh melalui pengalaman. Namun, definisi ilmu pengetahuan yang masuk akal memerlukan klaim bahwa pengetahuan akan dinilai terhadap pengamatan yang independen dari harapan para analis, atau dari mereka yang mempekerjakan mereka.

Kemudian seperti sekarang, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan akhirnya dinilai berdasarkan keberhasilan (atau kegagalan) dalam membentuk kebijakan yang lebih baik, bukan hanya karena metode khusus digunakan untuk memproduksinya. Orang-orang zaman dahulu tahu apa yang beberapa analis kontemporer lupa - ketika metode digunakan untuk melaksanakan fungi pemurian ritual dan legitimasi simbolis, para analis dan klien mereka pada akhirnya harus menghadapi masalah kinerja praktis. Pernyataan seperti "kebijakan obat didasarkan atas ilmu pengetahuan yang baik, atau bahwa hasil opini masyarakat didasarkan atas contoh" ilmiah ", sangat populer. Tetapi, penggunaan "sains" dalam konteks ini mungkin tidak lebih dari sekadar upaya legitimasi simbolis atau pemurian ritual.

Di India, Kautilyas Arthashastra, yang ditulis pada abad keempat sm merupakan pedoman yang sistematis untuk pembuatan kebijakan, pembuatan negara, dan administrasi pemerintahan. Banyak yang telah ditulis sampai saat itu tentang kesuksesan materi, atau apa yang sekarang kita sebut ekonomi. Kautilya, seorang penasihat kerajaan Mauryan di India utara, telah dibandingkan dengan Plato (427-327 sm), Aristotle (384-322 sm), dan Machiavelli (1469-1527), yang semuanya sangat terlibat dalam aspek praktis pembuatan kebijakan. Plato menjadi penasihat para penguasa sisilia, sedangkan aristoteles mengajar aleksander dari makedonia sejak aleksander berusia 14 tahun

sampai ia naik takhta pada usia dua puluh tahun. Meskipun aristoteles, seperti beberapa ilmuwan sosial zaman sekarang, merasa bahwa politik itu menjijikkan, ia tampaknya menerima tugas itu karena ia ingin menyampaikan pengetahuan tentang isu politik pada zamannya. Dalam hal ini, ia mengikuti guru Plato, yang mengatakan bahwa pemerintahan yang baik baru akan muncul para filsuf sebagai raja, atau filsuf raja. Kesempatan untuk empengaruhi kebijakan dengan memerintahkan Alexander, sang pewaris jelas, adalah tawaran yang dengan hati nurani yang baik ia tidak bisa dibantah.

Ini adalah contoh dari produsen individu yang unggul pengetahuan khusus, tidak ada kelompok kelas berpendidikan yang kemudian akan mempengaruhi pembuatan kebijakan di eropa dan Asia di abad pertengahan, Pengembangan bertahap dan dibeda-bedakan antara peradaban kota dan peradaban dengan struktur kerja yang memfasilit asi pengembangan pengetahuan khusus pangeran dan raja merekrut spesialis kebijakan untuk memberikan nasihat dan bantuan teknis di bidang- bidang di mana penguasa paling tidak mampu membuat keputusan yang efektif: keuangan, perang, dan hukum. Sosiolog asal Ger man, Max Weber menjelaskan perkembangan sejarah dari para spesialis kebijakan berpendidikan dalam tiga bidang ini: keuangan, hukum, dan perang. Weber yang "ahli resmi" menulis Weber menang pada abad keenam belas.

Pertumbuhan pejabat yang berpengalaman, yang juga dikenal sebagai "politisi profesional", memiliki berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di eropa abad pertengahan, India, cina, jepang dan Mongolia, para perimpin agama yang terpelajar dan berguna secara teknologi yang terdiri dari para imam agamawi, Brahmin, buddha, dan penganut lamaisme, hampir seperti banyak ilmuwan sosial modern, memperoleh reputasi yang tidak berat sebelah dan meremehkan sebagaimana mereka berdiri di atas politik praktis dan godaan dari kekuasaan politik dan keuntungan ekonomi. Pria-pria terpelajar dalam bentuk surat - yang modern adalah kebijakan khusus presiden yang mempengaruhi kebijakan hingga para bangsawan istana, yang kemudian mendominasi dinas politik dan diplomatik, menggantikan mereka. Di inggris, para bangsawan kecil dan peramal kota (investor) direkrut tapa kompensasi untuk mengelola pemerintahan setempat demi kepentingan mereka sendiri. Para pakar hukum yang terlatih dalam hukum romawi dan yurisprudensi memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan kebijakan, khususnya di benua eropa. Mereka bertanggung jawab besar atas transformasi terakhir negara medieva dan gerakan menuju pemerintahan modern.

Era revolusi industri juga merupakan era pencerahan, periode di mana kepercayaan terhadap kemajuan manusia melalui sains dan teknologi menjadi tema yang semakin dominan di kalangan pembuat kebijakan dan para penasihatnya. Pengembangan dan pengujian teori ilmiah tentang alam dan masyarakat secara bertahap menjadi sarana pilihan untuk memahami dan memecahkan masalah sosial. Untuk pertama kalinya, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan diproduksi, untuk sebagian besar, menurut kanon dari empiris dan metode ilmiah.

Transformasi Abad Kesembilan Belas

Pada abad kesembilan belas di eropa, para produsen pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mulai mendasarkan pekerjaan mereka pada rekaman sistematis dari data empiris. Sebelumnya, para filsuf dan negarawan telah memberikan penjelasan tentang pembuatan kebijakan dan peranannya dalam masyarakat. Namun selama beberapa ribu tahun ada kontinuitas penting dalam metode untuk menyelidiki dan memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Jika bukti untuk sudut pandang tertentu diberikan, itu typi didasarkan pada daya tarik agama otoritas, ritual, atau doktrin filsafat. Apa yang baru pada abad kesembilan belas adalah perubahan dasar dalam prosedur yang digunakan untuk memahami masyarakat dan masalahnya, perubahan yang tercermin dalam pertumbuhan penelitian empiris, kuantitatif, dan yang berhubungan dengan kebijakan.

Sensus pertama diadakan di amerika serikat (1790) dan inggris (1801). Pada waktu itulah statistik, yang kadang -kadang dikenal sebagai "aritmatika negara, dan demografi mulai berkembang sebagai bidang khusus" Lembaga statistik Manchester dan London, yang didirikan pada tahun 1830-an, membantu membentuk orientasi baru terhadap pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Lembaga yang diorganisasi oleh para bankir, industrialis, dan cendekiawan, berharap untuk menggantikan cara- cara tradisional berpikir tentang masalah sosial dengan analisis empiris tentang dampak urbanisasi dan pengangguran pada kehidupan para pekerja dan keluarga mereka. Dalam masyarakat Manchester, antusiasme untuk pembilasan dibarengi dengan komitmen untuk reformasi sosial, "kemajuan perbaikan sosial dalam populasi manufaktur." Masyarakat London, di bawah pengaruh Thomas malso (1766-1834), menekankan bahwa itu membatasi perhatiannya pada fakta-fakta, dan, sejauh mungkin, menyatakan fakta-fakta ini secara numerik dan di tabel. Masyarakat London dan Manchester menggunakan kuesioner untuk melaksanakan penelitian,

termasuk "agen-agen" berbayar yang merupakan mitra interviewer atau enumerator sensus profesional dewasa ini. Ada perkembangan serupa di belanda, prancis, dan jerman.

Kontributor utama pada metodologi statistik sosial dan riset survei adalah Adolphe Quetelet (1796- 1874), seorang matematikawan dan astronom belgia yang merupakan penasihat ilmiah utama pemerintahan belanda dan belgia. Banyak topik yang sekarang diulas dalam teks-teks modern tentang desain dan analisis yang disoroti oleh Quetelet: desain kuisioner; Pengumpulan data, analisis, dan penafsiran; Data organisasi dan penyimpanan dan identifikasi kondisi di mana data dikumpulkan. Pada periode yang sama, Frederic Le Play (1806-1882) menulis Les Ouvriers European [the European Workers, sebuah penyelidikan empempir yang terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran para pekerja eropa di beberapa negeri. Di jerman, Ernst Engel (1821- 1896) berupaya memperoleh hukum "ekonomi sosial" dari data iris yang dijabarkan dalam bentuk statistik.

Di inggris, karya Henry Mayhew dan Charles Booth, yang mempelajari kehidupan dan kondisi pekerjaan dari masyarakat miskin di kota secara alami (yang sekarang kita sebut "lapangan ") merupakan perwakilan dari pendekatan empiris baru untuk studi masalah sosial. Mayhews London dan London Poor (1851) menggambarkan kehidupan para buruh, penjaja barang, dan pelacur yang membentuk kelas bawah kota London. Sewaktu menulis tentang kehidupan dan kerja keras orang- orang di London (1891 - 1903), Booth mempekerjakan para inspektur sekolah sebagai informan utama. Dengan menggunakan apa yang sekarang kita sebut observasi peserta, Booth tinggal di antara urbar miskin, memperoleh pengalaman langsung dari kondisi hidup yang sebenarnya. Seorang anggota komisi Roya untuk hukum yang buruk, dia adalah pengaruh penting pada revisi kebijakan tentang pensiun usia tua. Karya Booth juga menjadi model untuk riset berorientasi pada polisi di amerika serikat, termasuk peta dan berkas (1895) dan W.E.B.Du Bois adalah Philadelphia Negro (1899), yang keduanya berupaya mendokumentasikan lingkup dan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan.

Transformasi abad kesembilan belas bukanlah hail dari pernyataan kesetiaan metodologis pada kanon empiris dan metode ilmiah. Deklarasi untuk efek thi tidak dan tidak bisa terjadi sampai abad berikutnya, ketika filsuf lingkaran wina terlibat dalam rekonstruksi logis fisika untuk mengajukan prinsip dan aturan resmi praktek ilmiah. Transformasi datang, tampaknya, dari ketidakpastian yang

menyertai pergeseran dari masyarakat petani ke industri, pergeseran yang sebenarnya terjadi sebelum revolusi industri, ketika industri dan industri industri membutuhkan tatanan politik yang stabil untuk beroperasi secara efisien. Stabilitas politik adalah penyangga terhadap ketidakstabilan sosial yang mendalam. 1s jadi, bertentangan dengan teori akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertanggung jawab atas pertumbuhan sistem kontrol politik yang baru terpusat. Situasinya lebih rumit. Meskipun sains dan teknologi turut menyebabkan problem yang baru saja menyebabkan para pekerja kota yang tidak berpendidikan tercabut dan terusir, yang menjadi bagian dari solusi adalah kemudi politik ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok-kelompok sosial yang dominan menghargai riset ilmiah yang berorientasi pada kebijakan sebagai sarana untuk memperkuat dan sah politik dan administrasi kontrol.

Dalam lingkup produksi pabrik, misalnya, organisasi kerja politik mendahului perkembangan- perkembangan ilmiah dan teknologi yang kemudian mencapai puncaknya berupa mesin-mesin peningkatan-efisiensi dan spesialisasi tugas.16 Dalam lingkup kebijakan publik, kita melihat perkembangan paralel. Metode riset empiris, kuantitatif, dan berorientasi pada kebijakan merupakan produk dari pengakuan para bankir, industrialis, politisi, dan kelas menengah victoria bahwa metode yang lebih tua untuk memahami dunia alam dan sosial tidak lagi memadai. Pertanyaan-pertanyaan kunci pada masa itu adalah praktis: berapa banyak yang anggota proletar perkotaan perlu peroleh untuk mempertahankan diri mereka dan keluarga mereka? Berapa banyak yang harus mereka peroleh sebelum ada surplus pajak? Berapa banyak yang mereka miliki untuk menabung dari penghasilan mereka untuk perawatan medis dan pendidikan? Berapa banyak harus berinvestasi kepada pemilik kapitalis dan negara untuk fasilitas penitipan anak agar para ibu dapat bekerja dengan efektif? Berapa banyak investasi dalam proyek pekerjaan umum-sanitasi, pelimbahan, perumahan, jalanan untuk mempertahankan tenaga kerja produktif dan melindungi golongan menengah dan atas dari penyakit menular yang dibudidayakan di daerah kumuh kota? Riset empiris yang berorientasi pada kebijakan menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan praktis lainnya.

Profesionalisasi Abad Kedua Puluh

Fitur penting abad kedua puluh, dibandingkan dengan abad kesembilan belas, adalah keahlian ilmu sosial dan perilaku. Para produsen pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan pada abad

kedua puluh bukan lagi kelompok bankir, industrialis, jurnalis, dan profesor universitas yang heteroogen yang bekerja sama di seputar masyarakat statistik masa awal. Sebaliknya, mereka adalah lulusan dengan gelar pertama dan tingkat lanjut dalam bidang ilmu dan profesi yang berkaitan dengan kebijakan. Bersama dengan beberapa profesor mereka, mereka menduduki jabatan yang berpengaruh dalam pemerintahan, bekerja sebagai konsultan atau peneliti di bawah kontrak dan bantuan sebagai latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi, mereka adalah anggota dari profesi mapan yang dibimbing oleh standar ilmiah dan profesional yang diterima secara umum.

Para profesional baru ini berperan aktif dalam administrasi Woodrow Wilson, khususnya selama perang dunia I di departemen perang. Kemudian, di bawah pemerintahan republik dari Herbert Hoover, kelompok ilmuwan sosial melakukan dua survei sosial utama, tren ekonomi baru-baru ini dan tren sosial baru-baru ini. Namun, masuknya para ilmuwan sosial ke pemerintahan terbesar terjadi karena adanya kesepakatan baru dengan Franklin Roosevelt. Sejumlah besar ilmuwan sosial yang mengelola berbagai lembaga baru yang didirikan selama pemerintahan Roosevelt (administrasi pemulihan nasional, proyek kerja administrasi, administrasi pekerjaan publik, administrasi sekuritas dan komisi pertukaran, dan administrasi perumahan Federal).

Fungsi utama para ilmuwan sosial di tahun 1930-an adalah untuk menyelidiki seperangkat potensi solusi untuk masalah kebijakan umum dan, dan tidak, seperti pada masa-masa belakangan, untuk menerapkan pemodelan ekonomi, analisis keputusan, dan eksperimen kebijakan untuk mengidentifikasi dan memilih solusi spesifik untuk masalah yang didefinisikan dengan baik. "Dewan perencanaan nasional Roosevelt (kemudian dewan perencanaan sumber daya nasional), mayoritas yang anggotanya adalah ilmuwan sosial dan politik, menggambarkan pendekatan umum untuk kebijakan karakteristik tahun 1930-an. Dewan itu dianggap sebagai "staf umum, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta, mengamati hubungan dan pelaksanaan kebijakan yang luas, mengusulkan dari waktu ke waktu garis alternatif prosedur nasional, berdasarkan penyelidikan yang saksama dan pertimbangan yang matang". Orientasi umum yang sama terhadap masalah ini jelas di antara ekonom yang bekerja untuk departemen pertanian, ilmuwan politik yang terlibat dalam reorganisasi cabang eksekutif, dan antropolog melakukan studi untuk biro urusan india. Namun, para ilmuwan sosial juga berkontribusi pada inovasi metodologis yang spesifik.

Misalnya, departemen pertanian membentuk survei sampel sebagai alat riset dan instrumen baru untuk kebijakan sensus pemerintah.

Perang dunia II dan masa pascaperang juga memberi para ilmuwan sosial kesempatan untuk mempertunjukkan nilai mereka dalam mengatasi problem-problem praktis. Prestasi antarperang di bidang riset telah membubuh dasar untuk penggunaan wawancara oleh kantor informasi perang, dewan produksi perang, dan kantor administrasi Price. Badan-badan militer dan sipil mengandalkan para ilmuwan sosial untuk menyelidiki problem keamanan nasional, kesejahteraan sosial, produksi perang, pengendalian harga, dan pembagian makanan. Kegiatan berbagai lembaga seperti kantor pelayanan strategis dilanjutkan setelah perang oleh kantor riset angkatan laut, oleh departemen angkatan udara, dan, belakangan, oleh badan riset dan pengembangan (selanjutnya RAND) dari departemen pertahanan, dan lembaga intelijen pusat. Lembaga penelitian khusus didirikan oleh pemerintah federal, termasuk kantor penelitian operasional universitas Johns Hopkins dan kantor riset sumber daya manusia di George Washington University. Di antara sumbangan awal untuk riset kebijakan pada masa itu adalah the American Soldier (1950), sebuah studi empat jilid yang diproduksi oleh banyak ilmuwan sosial terkemuka. Direktur divisi pasukan moral menugaskan proyek berskala besar ini pada tahun 1941, di bawah pengarahan umum sosiolog Samuel Stuffer. 'proyek ini signifikan, bukan hanya karena ukurannya tetapi juga karena itu merupakan bagian dari pengembangan dukungan pemerintah.

Setelah perang dunia II, upaya sistematis pertama untuk mengembangkan orientasi kebijakan yang eksplisit dalam ilmu sosial dan perilaku adalah ilmu kebijakan: pengembangan baru-baru ini. Ments dalam lingkup dan metode (1951), diedit oleh ilmuwan politik Daniel Lerner dan Harold
D. Lasswell. "Ilmu kebijakan", seperti yang dinyatakan Lasswell di kata pendahuluan, tidak hanya memaksudkan tujuan sains secara teoretis; Mereka juga memiliki orientasi praktis pada dasarnya. Tujuan mereka bukan hanya untuk menyediakan dasar untuk membuat keputusan yang efisien tetapi juga untuk menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki proses demokratis. "Dengan kata lain, penekanan khusus adalah pada ilmu kebijakan demokrasi, di mana tujuan utamanya adalah realisasi praktis martabat manusia dalam teori dan fakta." Dua puluh tahun kemudian, pada tahun 1971, Lasswell akan mengakui utangnya kepada John Dewey dan pendiri pragmatisme. "The policy sciences," tulis Lasswell, "adalah adaptasi kontemporer dari pendekatan umum terhadap kebijakan publik yang direkomendasikan oleh John Dewey dan pragmatis lainnya.

Studi sistematis kebijakan publik juga tumbuh dari administrasi publik, kemudian bidang dalam ilmu politik. Pada tahun 1937, universitas Harvard mendirikan sekolah pascasarjana administrasi publik, yang sebagian berfokus pada kebijakan publik. Pada akhir tahun 1940-an, sebuah komite interuniversity dibentuk untuk mengembangkan kurikulum kebijakan publik, yang produk utamanya adalah administrasi publik dan pengembangan kebijakan Harold Stein: A CaseBook (1952). 'komite interuniversity, yang terdiri dari para profesor dan praktisi administrasi publik, berbicara tentang hubungan erat antara kebijakan publik dan administrasi publik sebelum dan sesudah perang dunia II.

Dorongan untuk mengembangkan metode dan teknik analisis kebijakan — sebagaimana dibedakan dari teori dan metodologinya — tidak berasal dari ilmu politik atau administrasi publik. Sisi teknis analisis kebijakan alih-alih tumbuh dari rekayasa, penelitian operasi, analisis sistem, dan matematika terapan. Banyak dari mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan metode dan teknik telah menerima pelatihan formal mereka di luar ilmu sosial. Perang dunia II telah mendorong keterlibatan para spesialis yang orientasi terhadap kebijakan terutama analitis dan bukan konseptual. Gagasan "analisis" berkaitan dengan upaya untuk menguraikan masalah ke dalam komponen dasarnya, misalnya, menguraikan masalah pertahanan nasional menjadi alternatif kebijakan (kepala perang nuklir, pesawat pembom berawak, pasukan darat konvensional) yang konsekuensinya dapat diukur terhadap pencapaian sasaran kebijakan. Orientasi baru ini, yang oleh spesialis anggaran Alan Schick, menyebut "sudut pandang ansentris," cenderung mencegah atau membatasi aspek politik dan administratif dalam kebijakan publik, misalnya, terkait dengan kelayakan politik alternatif atau implementasi mereka untuk tujuan reformasi demokratis. Meskipun Schick "turn sentris" mewakili gerakan yang menjauh dari orientasi kontekstual, berorientasi pada masalah, dan kedisiplinan dari ilmu kebijakan, hal itu juga menyediakan prosedur yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi, memilih, dan memperkirakan manfaat dan biaya dari kebijakan.

Putaran analisis disertai dengan meningkatnya pengaruh organisasi penelitian nirlaba ("think tanks") seperti RAND Corporation, yang mendorong penyebaran analisis sistem dan teknik lainnya kepada instansi pemerintah dan keadaan komuter akademik. Pengembangan sistem penganggaran program (PPBS) terutama disebabkan oleh upaya pengoperasian para peneliti dan ekonom yang bekerja di bawah Charles Hitch di RAND Corporation. Kelompok RAND ingin

mencari tahu bagaimana amerika serikat dapat "membeli keamanan nasional dengan cara yang paling efisien," berapa banyak kekayaan nasional harus dikhususkan untuk pertahanan, bagaimana dana yang dialokasikan untuk pertahanan harus didistribusikan di antara fungsi-fungsi militer yang berbeda, dan bagaimana menjamin penggunaan dana ini secara paling efektif. Meskipun PPBS diperkenalkan ke departemen pertahanan pada tahun 1965 dan kemudian diamanatkan untuk digunakan di semua lembaga federal, ternyata sulit untuk diterapkan. Setelah tahun 1971, alat itu tidak digunakan lagi. Terlepas dari kesimpulan campuran tentang keberhasilannya sebagai alat analisis kebijakan, PPBS tampaknya telah menarik perhatian para analis pemerintah dan universitas yang menghargai prosedur sistematis untuk memilih dan mengevaluasi alternatif kebijakan.

Perubahan analisis telah diimbangi hingga taraf tertentu oleh pertumbuhan cepat dari landasan pribadi yang misinya adalah untuk mendukung garis penelitian tradisional dalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Lebih dari tiga perempat yayasan ini didirikan setelah tahun 1950, pada periode setelah tahun 1950, pemerintah federal mulai menyisihkan dana untuk riset yang berhubungan dengan kepolisian dalam ilmu sosial, meskipun ilmu alam terus menerima sebagian besar dukungan riset pemerintah secara keseluruhan. Meskipun dana untuk riset yang diterapkan dan dasar dalam ilmu sosial turun sekitar 40 persen dalam dolar konstan pada tahun 1980-1990, adalah penting untuk menyadari bahwa lebih dari 95 persen dari semua penelitian yang didanai oleh semua jenis organisasi — pemerintah, nirlaba, dan swasta — tidak diwakili oleh penelitian dasar, tetapi oleh riset terapan tentang masalah-masalah praktis.

Pada tahun 1970-an, banyak ilmu sosial telah membentuk institusi yang secara khusus berkomitmen untuk melakukan riset dan berhubungan dengan kebijakan, masing-masing dengan jurnal catatannya sendiri. Hal ini mencakup organisasi studi kebijakan (ilmu politik), lembaga untuk studi masalah sosial (sosiologi), dan masyarakat untuk studi psikologis isu-isu sosial (psikologi). Pada tahun 1980-an, proses melembagakan ilmu sosial yang relevan terhadap kebijakan dilakukan lebih jauh oleh pembentukan asosiasi untuk kebijakan publik dan manajemen, yang mengadakan konferensi penelitian tahunan dan menerbitkan jurnal analisis dan manajemen kebijakan. Jurnal baru ini membawa fokus diterapkan dan praktis, berbeda dari fokus intelektual yang dominan dari jurnal kedisiplinan umum seperti American Political Science Review, American Economic Review, dan American Sociological Review. Sebaliknya, jurnal seperti ilmu

kebijakan, jurnal studi kebijakan, dan tinjauan penelaahan kebijakan membantu menciptakan orientasi yang lebih diterapkan dan relevan dengan kebijakan, sebagaimana ditunjukkan sebagian oleh istilah kebijakan dalam judul-judulnya. Selain jurnal-jurnal populer secara harfiah ada ratusan publikasi lain yang berfokus pada isu-isu spesifik yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, keadilan kriminal, pendidikan, sains dan teknologi, keamanan nasional, dan bidang- bidang lain yang berkaitan dengan kebijakan.

Pada periode yang sama, universitas di amerika serikat dan eropa mendirikan program dan tingkatan baru dalam analisis kebijakan. Di amerika serikat, sejumlah Program baru dibentuk dengan dukungan Program Ford Foundation dalam kebijakan publik dan organisasi sosial. Sebagian besar universitas riset di amerika serikat memiliki pusat-pusat kebijakan atau lembaga yang terdaftar dalam Encyclopedia of asosiasi, bersama dengan ribuan organisasi penelitian kebijakan nirlaba dan kelompok advokasi. Sebagian besar didirikan setelah tahun 1950. Di Washington dan sebagian besar ibukota negara bagian, dan di uni eropa, "Analis kebijakan" adalah deskripsi pekerjaan formal. 'asosiasi gubernur nasional dan National League of Cities memiliki unit analisis kebijakan. Ada unit-unit serupa di seluruh pemerintah amerika serikat yang terdaftar di direktorat uni eropa, PBB, dan Bank dunia. Wikipedia mendaftarkan puluhan ribu think tank di lebih dari 150 negara, sementara Encyclopedia of organization, yang dipelihara oleh perusahaan penerbitan Gale, mencantumkan 23.000 organisasi di amerika serikat yang terlibat dalam penelitian kebijakan atau advokasi kebijakan.
ERA KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI

Pada dekade pertama abad ini, terdapat pengakuan luas di kalangan analis dan pembuat kebijakan bahwa saling ketergantungan di antara berbagai masalah di bidang kebijakan terkait-energi, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, peradilan, dan pembangunan ekonomi-tampak semakin meningkat. Energi, lingkungan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, keamanan nasional, peradilan pidana, dan pembangunan ekonomi-tampaknya meningkat dengan kecepatan yang semakin meningkat, seperti halnya sungai yang mengakumulasi kekuatan dan arti penting ketika melintasi riam-riam air yang mengalir deras. Di bidang kebijakan kesehatan, yang merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat, jumlah organisasi yang mengabdikan diri pada penelitian kebijakan kesehatan dan advokasi kebijakan telah berkembang dengan kecepatan sekitar 17 persen per tahun sejak pergantian abad ini. Patut dicatat,

dan mungkin merupakan ramalan, bahwa ini adalah perkiraan tingkat pertumbuhan pengeluaran kesehatan sebagai persentase dari PDB dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah organisasi ini dapat melampaui 15.000.
Salah satu respons terhadap hal ini dan contoh lain yang mempercepat saling ketergantungan adalah pengembangan visi sistemik yang berbeda mengenai saling ketergantungan dinamis ini. Nasional 2010 Laporan Academy of Medicine mencirikan dunia sebagai sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari sejumlah besar pengaruh yang, sebagian besar, berinteraksi secara bersamaan. Perspektif sistem mendorong para pembuat kebijakan dan analis untuk berpikir secara luas, bukan hanya berfokus pada bagian-bagian komponen saja. Perspektif sistem dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan bukti secara efektif dan menyarankan tindakan yang berpotensi menghasilkan perubahan. Perspektif sistem "dapat meramalkan konsekuensi potensial dari tidak mengambil tindakan, kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari intervensi, kemungkinan besarnya efek dari satu atau lebih intervensi, konflik antara atau saling melengkapi intervensi, dan prioritas di antara intervensi.
Pertumbuhan pemikiran sistem telah sejalan dengan seruan untuk kebijakan berbasis bukti, pertama di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kebijakan berbasis bukti merupakan respons terhadap kompleksitas, namun pada tingkat analisis meso atau mikro. Di satu sisi, ada pengakuan bahwa pengaruh ideologi, agama, dan politik, yang sering kali tersembunyi dan kurang transparan, telah memberikan efek yang berpotensi membahayakan pada pemahaman kita tentang faktor-faktor yang bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak berhasil. Menurut laporan House of Commons di Inggris yang berjudul Scientific Advice, Risk and Evidence Based Policy Making (2006), pembuatan kebijakan berbasis bukti "berakar pada komitmen pemerintah terhadap 'apa yang berhasil' daripada kebijakan yang didorong oleh ideologi. Pemerintah mengharapkan adanya ide-ide baru, kemauan yang lebih besar untuk mempertanyakan cara-cara lama dalam melakukan sesuatu, penggunaan bukti dan penelitian yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan.
Pembuatan kebijakan berbasis bukti, meskipun memiliki bentuk yang berbeda, disatukan dalam definisi bukti sebagai pengetahuan yang relevan secara kausalitas tentang hubungan antara kebijakan, di satu sisi, dan hasil kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang di sisi lain. Di antara repositori terbesar dan paling kompeten untuk kebijakan berbasis bukti dalam

kebijakan kesehatan dan kedokteran adalah Cochrane Collaboration (C1) (www.cochranecollaboration.org)	dan	Campbell	Collaboration	(C2) (www.campbellcollaboration.org). C1 dan C2 menggabungkan perhatian untuk menilai hasil yang relevan secara kausal dari kebijakan (dan juga intervensi medis dalam kasus C1) dan analisis penelitian dunia yang masih ada tentang hasil dari intervensi ini. Dua metodologi utama yang digunakan oleh para peneliti kebijakan yang bekerja dengan C1 dan C2 adalah sintesis penelitian dan meta-analisis, yang merupakan metode yang sangat kuat dan tepat untuk menganalisis stok pengetahuan global tentang suatu subjek.
Di Amerika Serikat, kebijakan berbasis bukti telah dipromosikan oleh para evaluator program terkemuka dan analis kebijakan yang terkait dengan Koalisi untuk Kebijakan Berbasis Bukti dari Council for Excellence in Government. Beberapa prosedur Kantor Manajemen dan Anggaran dan Anggaran didasarkan pada analisis kebijakan berbasis bukti, terutama metode dan standar evaluasi program. Selain itu, tinjauan singkat mengenai judul-judul buku terbaru mengenai kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan pendidikan, kebijakan keamanan, dan sebagainya, menunjukkan bahwa judul-judul tersebut diawali dengan frasa "berbasis bukti." Dalam konteks ini, perlu juga dikatakan bahwa beberapa pihak melihat gerakan menuju kebijakan berbasis bukti sebagai pendekatan positivisme logis ("saintifik") yang baru dan berbahaya terhadap pertanyaan- pertanyaan mengenai kebijakan publik, sebuah pendekatan yang mungkin tidak sejalan dengan demokrasi. Pihak lain melihat kebijakan berbasis bukti hanya sebagai salah satu dari beberapa alternatif dalam melakukan penelitian mengenai kebijakan publik, termasuk pendekatan- pendekatan yang berlandaskan pada penelitian kualitatif, hermeneutik, dan penyelidikan interpretative.
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Seperti yang telah kita lihat, perkembangan analisis kebijakan merupakan respon terhadap masalah-masalah praktis. Meskipun pengakuan terhadap asal-usul praktisnya sangat penting untuk memahami analisis kebijakan, kesadaran historis saja tidak memberi tahu kita banyak hal mengenai karakteristik pembuatan kebijakan dan cara kerjanya. Untuk itu, kita harus kembali kepada para pendiri gerakan yang dikenal sebagai ilmu kebijakan.
Gerakan ilmu kebijakan didirikan oleh ilmuwan politik terkemuka, Harold D. Lasswell, yang menawarkan visi baru mengenai hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan pembuatan kebijakan.

Meskipun sebagian dari visi Lasswell dapat ditelusuri hingga abad ke-19, ilmu kebijakan tidak hanya mengamanatkan penciptaan pengetahuan mengenai pembuatan kebijakan, sesuatu yang telah dilakukan selama beberapa abad. Ilmu kebijakan juga mengharuskan agar pengetahuan yang telah diciptakan dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Seperti halnya Robert S. Lynd dalam bukunya Knowledge for What? (1939), ini merupakan sebuah visi revolusioner yang menegaskan sentralitas ilmu-ilmu sosial dalam proses pembuatan kebijakan.
Bagi ilmu kebijakan, analisis dipandang sebagai aktivitas intelektual yang tertanam dalam konteks sosial. Bagi Lasswell dan Myers S. McDougall, kolaboratornya selama puluhan tahun dalam pengembangan ilmu kebijakan, proses ini dibagi menjadi tiga komponen. Komponen pertama adalah kontekstualitas, yang mengacu pada fakta bahwa keputusan-keputusan tertanam dalam proses sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah orientasi masalah. Para praktisi ilmu kebijakan mahir dalam kegiatan intelektual yang terlibat dalam mengklarifikasi tujuan, tren, kondisi, proyeksi, dan alternatif. Ketiga adalah keragaman metodologis, yang menekankan bahwa metode- metode yang digunakan memiliki jangkauan yang luas dan bukan sempit (Lasswell 1971: 4).
Para pendiri ilmu kebijakan merepresentasikan proses keputusan sebagai tujuh fungsi keputusan yang berurutan, masing-masing didasarkan pada kekuatan koersif dan persuasif pemerintah. Setiap fungsi keputusan memiliki hasil, dan setiap hasil memiliki dampak. Nilai-nilai yang diidentifikasi oleh Lasswell dan Kaplan - misalnya, pencerahan dan keterampilan - merupakan efek dari hasil seperti mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan pengetahuan. Berikut ini adalah tujuh fungsi keputusan yang diurutkan secara berurutan:
· Intelijen. Hasil dari fungsi intelijen meliputi pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran pengetahuan untuk digunakan oleh para partisipan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya badan pengatur dan badan peradilan. Nilai-nilai pencerahan, kekayaan, dan keterampilan adalah beberapa efek yang mungkin terjadi dari pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran pengetahuan.
· Promosi. Hasil dari fungsi promosi termasuk agitasi dan propaganda untuk digunakan oleh para pemimpin, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan. Nilai-nilai kekuasaan dan keterampilan adalah salah satu efek yang mungkin terjadi dari agitasi dan propaganda.
· Preskripsi. Hasil dari fungsi preskriptif meliputi rutinisasi dan pelembagaan norma-norma yang dapat dipaksakan oleh para eksekutif dan legislator. Nilai-nilai kekuasaan, rasa

hormat, dan keterampilan adalah beberapa efek yang mungkin timbul dari perintah eksekutif, undang-undang legislatif, dan norma-norma yang dapat ditegakkan lainnya.
· Pemanggilan. Hasil dari fungsi pemanggilan termasuk kepatuhan yang dipaksakan terhadap resep oleh staf di lembaga-lembaga terkait. Di antara efek yang mungkin terjadi dari kepatuhan yang dipaksakan terhadap resep adalah kekayaan, kesehatan, dan kesejahteraan.
· Aplikasi. Hasil dari fungsi aplikasi termasuk karakterisasi, atau dokumentasi tertulis, oleh hakim pengadilan banding tentang kondisi di mana resep diterapkan. Nilai-nilai keterampilan, rasa hormat, dan ketepatan adalah efek yang mungkin terjadi dari kasus- kasus yang ditulis oleh hakim pengadilan banding.
· Pengakhiran. Hasil dari fungsi penghentian termasuk mengadili klaim pihak-pihak yang terkena dampak pembatalan resep. Nilai-nilai kekuasaan dan kesejahteraan adalah salah satu efek yang mungkin terjadi dari mengadili kasus-kasus di pengadilan gugatan sederhana.
· Penilaian. Hasil dari fungsi penilaian meliputi penugasan tanggung jawab hukum atau administratif untuk penilaian tujuan kebijakan. Nilai-nilai kekayaan, kekuasaan, dan pencerahan adalah efek yang mungkin terjadi dari penilaian tujuan melalui komisi investigasi, inspektur jenderal, dan kantor penelitian badan legislative
Ketujuh fungsi keputusan asli tersebut kemudian direvisi dalam A Pre-view of Policy Sciences karya Lasswell, yang diterbitkan pada tahun 1971, yang merupakan karya besar terakhirnya tentang proses keputusan sebelum kematiannya pada tahun 1978. Sekilas, buku ini tampak menyajikan teori khas pengambilan keputusan yang berurutan. Teori-teori tersebut dimulai dengan masalah kebijakan, diikuti dengan serangkaian kegiatan yang diarahkan pada solusinya. Pengerjaan ulang yang dikenal luas dari fungsi-fungsi keputusan ini meliputi tujuh tahap yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, komunikasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan adaptasi kebijakan.
Namun, keputusan-keputusan yang berurutan dari Lasswell disebut fungsi, bukan tahapan atau fase, sebuah perbedaan yang sangat penting secara teoretis, karena Lasswell mengikuti John Dewey dalam memandang sebuah fungsi sebagai sebuah tindakan yang memiliki tujuan (atau teleologis), bukan hanya sekumpulan aktivitas yang diatur secara temporal. Bagi Dewey, fungsi

adalah "setiap proses yang cukup kompleks untuk melibatkan pengaturan atau koordinasi proses- proses kecil yang memenuhi tujuan tertentu sedemikian rupa untuk melestarikan dirinya sendiri. Fungsi, dilihat dengan cara ini, dapat ditelusuri ke tradisi penalaran praktis yang didokumentasikan oleh Georg Henrik von Wright dalam risalahnya tentang teori-teori epistemologi yang terkait dengan positivisme logis dan interpretivisme. Pencapaian suatu tujuan merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan, atau pilihan, tentang keadaan masa depan, daripada menerapkan aturan induktif atau deduktif terlebih dahulu. Pembuatan kebijakan, tulis Lasswell dan McDougal, "bukanlah suatu kumpulan peraturan, tetapi suatu proses pembuatan keputusan yang otoritatif tentang produksi dan distribusi nilai-nilai dalam masyarakat. Aturan-aturan saja tidak dapat menjelaskan mengapa keputusan-keputusan di masa lalu dibuat atau bagaimana keputusan- keputusan di masa depan akan dibuat.
Warisan Lasswell, McDougall, dan ilmu kebijakan adalah apa yang kita kenal sekarang sebagai proses pembuatan kebijakan, atau singkatnya proses kebijakan. Saat ini, seperti halnya pada masa Lasswell, akan sangat berguna untuk memvisualisasikan proses ini sebagai serangkaian fungsi yang saling bergantung yang tersusun dari waktu ke waktu. Proses ini dimulai dengan penyusunan agenda, perumusan kebijakan, dan adopsi kebijakan, dan dilanjutkan dengan implementasi kebijakan, penilaian kebijakan, dan adaptasi kebijakan (Tabel 2.1). Tergantung pada situasi, para analis menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan satu, beberapa, atau semua fase-fase pembuatan kebijakan. Proses kebijakan terdiri dari siklus-siklus yang kompleks (Gambar 2.1). Setiap tahap dalam siklus kebijakan terkait dengan tahap berikutnya, dalam putaran maju dan mundur, dan proses tersebut secara keseluruhan tidak memiliki awal atau akhir yang pasti. Individu, kelompok kepentingan, biro, departemen, dan
TABEL 2.1

	Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan

	fase
	karakteristik
	ilustrasi

	Pengaturan Agenda
	Di bawah tekanan dari kepentingan-kepentingan yang terorganisir, para pejabat yang terpilih          dan        ditunjuk
menempatkan	masalah-
	Seorang legislator negara bagian, atas permintaan organisasi hak-hak kesejahteraan setempat, menyerahkan kepada staf analis sebuah  penyelidikan
legislatif mengenai masalah upah layak.



	
	masalah dalam agenda pemerintahan. Banyak masalah yang tidak ditindaklanjuti sama sekali, sementara yang lain baru ditangani setelah sekian
lama.
	Staf analis memberikan penjelasan kepada anggota Komite Kesehatan dan Kesejahteraan, yang tidak menunjukkan ketertarikan pada legislasi. Masalah ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah
selama dua puluh tahun.

	Kebijakan Formulasi
	Pejabat merumuskan kebijakan alternatif alternatif untuk menangani suatu masalah. Alternatif kebijakan alternatif mengambil bentuk perintah eksekutif, keputusan eksekutif, keputusan pengadilan, dan
undang-undang legislatif.
	Pengadilan	negara	bagian mempertimbangkan untuk melarang penggunaan tes prestasi standar seperti Tes Tes Bakat Skolastik (SAT) dengan alasan bahwa tes tersebut bias terhadap perempuan dan perempuan dan minoritas.

	Kebijakan Adopsi
	Sebuah kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga usia lanjut, atau keputusan mayoritas	pengadilan
keputusan pengadilan.
	Dalam Roe v. Wade, para hakim Mahkamah Agung mencapai keputusan mayoritas bahwa perempuan memiliki hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.

	Kebijakan Implementasi
	Kebijakan yang diadopsi dilakukan oleh unit-unit administratif	yang memobilisasi keuangan dan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan
kebijakan tersebut.
	Bendahara kota mempekerjakan staf tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang baru yang membebankan pajak pada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status bebas pajak.

	Kebijakan Penilaian
	Unit   audit   dan   akuntansi di
pemerintah	menentukan apakah	perintah		eksekutif,
	Kantor	Akuntabilitas	Umum	AS
memonitor	program	kesejahteraan sosial seperti Bantuan Sementara untuk



	
	undang-undang legislatif, dan keputusan pengadilan telah sesuai dengan persyaratan hukum dan mewujudkan
tujuan mereka.
	Keluarga yang Membutuhkan (TANF) untuk menentukan cakupan potensi potensi penipuan kesejahteraan.

	Kebijakan Adaptasi
	Unit audit dan evaluasi melapor kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan	kebijakan peraturan yang tidak ditulis dengan baik, sumber daya yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai pelatihan yang memadai memerlukan
adaptasi kebijakan.
	Departemen Tenaga Kerja dan Industri negara bagian mengevaluasi program pelatihan tindakan afirmatif program pelatihan tindakan afirmatif, dan menemukan bahwa para karyawan salah percaya bahwa pengaduan terhadap	diskriminasi	harus disampaikan kepada atasan langsung, yang yang menjadi objek pengaduan, dan bukannya kepada petugas tindakan
afirmatif.

	Kebijakan Suksesi
	Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan menentukan bahwa suatu kebijakan tidak lagi diperlukan karena masalahnya telah terselesaikan. Alih-alih menghentikan	kebijakan tersebut, tujuan-tujuannya
didefinisikan ulang.
	Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) meyakinkan Kongres untuk mempertahankan batas kecepatan 55 mph, awalnya dirancang untuk menghemat bahan bakar, karena itu secara tak terduga mengurangi angka
kematian lalu lintas.

	Kebijakan Pengakhiran
	Komite legislatif yang bertanggung jawab atas evaluasi dan pengawasan badan-badan         menentukan
bahwa  sebuah  kebijakan atau
	Kongres AS mengakhiri Office of Technology Assessment (OTA) dengan alasan bahwa lembaga ini tidak diperlukan   karena   lembaga-lembaga
lain  dan  sektor  swasta  dapat menilai



	
	seluruh badan harus dihentikan
karena tidak lagi diperlukan.
	dampak	ekonomi	dan	sosial	dari
teknologi.
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Gambar 2.1
Kompleksitas, Umpan Balik, dan Hubungan Pendek dalam Proses Pembuatan Kebijakan
Kementerian terlibat dalam siklus kebijakan melalui kerja sama, persaingan, dan konflik. Salah satu bentuk siklus tersebut adalah adaptasi kebijakan, di mana sebuah lingkaran umpan balik terhubung ke fase-fase sebelumnya. Bentuk lain dari siklus ini adalah suksesi kebijakan, di mana kebijakan dan organisasi baru dibangun di atas kebijakan lama, dan penghentian kebijakan. Penghentian kebijakan dapat berarti berakhirnya sebuah kebijakan atau program, meskipun penghentian kebijakan juga mempengaruhi isu-isu apa yang ditempatkan dalam agenda publik dan dalam hal ini merupakan jenis siklus yang lain.
Dalam beberapa kasus, sebuah kebijakan diadopsi terlebih dahulu, dan kemudian dijustifikasi dengan bekerja mundur ke penyusunan agenda, di mana sebuah masalah dirumuskan atau dirumuskan kembali agar sesuai dengan atau menjustifikasi kebijakan tersebut. Siklus paralel terjadi, di mana kelompok-kelompok yang berbeda mengembangkan kebijakan pada saat yang sama, dan mungkin ada percabangan ke depan ("arborescent") maupun ke belakang ("assembly") dari satu fase ke beberapa fase penerus atau pendahulu. Fase yang berdekatan dapat dihubungkan, atau dilewati sama sekali, menciptakan "korsleting". Solusi dan masalah terus berubah, menciptakan "sup kebijakan purba" dan "anarki yang terorganisir." Gambar 2.1 juga

mengasumsikan bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, meskipun tidak ada jaminan bahwa hal ini akan terjadi.
MODEL-MODEL PERUBAHAN KEBIJAKAN

Metafora tong sampah, sup kebijakan purba, dan anarki terorganisir mudah divisualisasikan, tetapi sulit untuk diterapkan pada kebijakan konkret. Memang, mungkin terlihat bahwa kebijakan, jika direpresentasikan dengan cara ini, tidak memiliki struktur atau bentuk sama sekali. Namun, sebuah cerita dapat membantu memperjelas pentingnya metafora-metafora ini
Satu bulan yang lalu, di sebuah pangkalan militer rahasia, ada laporan tentang pencurian bahan rahasia. Setiap hari, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pekerja yang mendorong gerobak dorong akan berusaha meninggalkan pangkalan dengan melewati penjaga keamanan. Pada hari pertama, petugas keamanan bertanya kepada pekerja itu apa yang ada di dalam gerobak dorong tersebut. Dia menjawab, "Hanya tanah." Penjaga tersebut memeriksa kotoran tersebut dengan tongkatnya dan, karena tidak menemukan apa pun, ia mengizinkan pekerja tersebut lewat. Pemeriksaan tersebut diulangi dengan sukses selama 1 minggu. Namun, pada minggu kedua, para penjaga mulai curiga dan memerintahkan pekerja tersebut untuk membuang isi gerobak dorong ke tanah. Kali ini, para penjaga menggunakan penggaruk untuk memeriksa isinya, dan lagi-lagi tidak menemukan apa-apa. Hal ini berlanjut selama 2 minggu.
Seminggu kemudian, para penjaga memanggil unit investigasi khusus yang dilengkapi dengan alat pemindai. Pekerja tersebut kembali diperintahkan untuk membuang isinya, yang kemudian dipindai, namun tanpa hasil. Setelah itu, pekerja tersebut diizinkan untuk lewat dengan bebas. Pada akhir bulan, tiga puluh gerobak dorong dilaporkan hilang.
Inti dari cerita ini adalah bahwa struktur sama pentingnya dengan proses yang ingin diwakilinya. Model-model konseptual, yang merupakan jenis-jenis struktur intelektual tertentu, sangat penting untuk memahami proses pembuatan kebijakan. Model-model konseptual ini, yang sering kali didasarkan pada metafora seperti tong sampah, anarki yang terorganisir, dan sup purba, menyusun cara-cara kita berpikir dan menjelaskan proses pembuatan kebijakan.

Model Rasionalitas Komprehensif

Model rasionalitas komprehensif menyusun cara kita berpikir dan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini menjelaskan pembuatan kebijakan sebagai upaya menyeluruh untuk mencapai efisiensi ekonomi. Seorang pelaku ekonomi yang rasional, atau homo economicus, menimbang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif yang ada dan membuat keputusan yang dimotivasi oleh kepedulian terhadap penggunaan sumber daya yang efisien. Proposisi dasar dari model rasionalitas komprehensif adalah sebagai berikut: Di antara dua atau lebih alternatif yang lengkap, alternatif yang dipilih akan (atau seharusnya) memiliki manfaat efisiensi bersih (manfaat dikurangi biaya) yang melebihi alternatif lainnya:
· Tentukan serangkaian alternatif yang lengkap di mana terdapat konsensus yang memadai untuk bertindak atas nama orang lain.
· Mengidentifikasi tujuan untuk setiap alternatif
· Memperkirakan konsekuensi dari pemilihan setiap alternatif.
· Tentukan dan rangking alternatif-alternatif yang paling baik untuk mencapai tujuan.
· Pilihlah alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan.

Ada versi lain dari pilihan rasional yang melibatkan penggabungan biaya transaksi institusional ke dalam situasi pilihan pendefinisian ulang manfaat dan biaya dalam istilah politik, sosial, atau etika (misalnya, homo politicus) dan kualifikasi bahwa pengambil keputusan adalah pembelajar yang gagal dengan pengetahuan yang tidak sempurna, kemampuan komputasi yang terbatas, dan kecenderungan untuk melakukan kesalahan.
Rasionalitas Terbaik Kedua

Kritik penting terhadap model rasionalitas ekonomi komprehensif adalah teorema kemustahilan Arrow, yang memberikan penjelasan alternatif mengenai proses pembuatan kebijakan. Teorema ini menyatakan bahwa mustahil bagi para pengambil keputusan dalam masyarakat demokratis untuk memenuhi persyaratan rasionalitas ekonomi yang komprehensif. Mustahil untuk membuat satu pilihan terbaik dengan menggabungkan pilihan-pilihan rasional individu melalui pemungutan suara mayoritas. Ketidakmungkinan untuk membuat keputusan kolektif yang melibatkan preferensi transitif (jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C) digambarkan sebagai "paradoks pemilih". paradoks.

Pertimbangkan sebuah komite yang terdiri dari tiga anggota: Brown, Jones, dan Smith. Komite ini ingin memutuskan mana dari tiga bentuk energi-solar, batu bara, dan nuklir-yang harus diadopsi untuk menyelesaikan krisis energi. Brown, pemimpin sebuah organisasi hak-hak energi, lebih memilih tenaga surya daripada batu bara dan batu bara daripada nuklir, dengan alasan bahwa peringkat ini menciptakan risiko paling kecil bagi warga negara. Karena pilihan Brown bersifat transitif, maka pilihan ini sesuai dengan aturan: Jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Jones dan Smith, yang mewakili industri batu bara dan nuklir, juga memiliki preferensi yang bersifat transitif. Jones lebih memilih batu bara daripada nuklir, nuklir daripada tenaga surya, dan batu bara daripada tenaga surya, dengan alasan bahwa batu bara adalah yang paling menguntungkan, diikuti oleh nuklir dan tenaga surya. Sebaliknya, Smith lebih memilih nuklir daripada tenaga surya, tenaga surya daripada batu bara, dan nuklir daripada batu bara, dengan alasan bahwa nuklir lebih menguntungkan. Energi surya kurang menguntungkan dibandingkan batu bara, tetapi menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi lingkungan. Smith melihat batu bara sebagai yang paling tidak diminati dari ketiga alternatif tersebut.
Ketiga pilihan tersebut adalah rasional dan transitif dari sudut pandang masing-masing individu. Namun, ketika ketiga anggota berusaha melalui aturan mayoritas untuk mencapai keputusan yang demokratis, terdapat sebuah paradoks (Tabel 2.2). Ketika kami meminta mereka untuk memilih antara tenaga surya dan batu bara, kami melihat bahwa tenaga surya lebih disukai daripada batu bara dengan selisih 2 banding 1 (Brown dan Smith versus Jones). Demikian pula, ketika kami meminta mereka untuk memilih antara batu bara dan nuklir, kami mengamati bahwa batu bara lebih disukai daripada nuklir dengan selisih 2 banding 1 (Brown dan Jones versus Smith). Namun, jika kita sekarang menerapkan aturan transitivitas pada preferensi kolektif ini, kita harus menemukan bahwa jika A lebih lebih disukai daripada B (tenaga surya daripada batu bara), dan B lebih disukai daripada C (batu bara daripada nuklir), maka A lebih disukai ke C (tenaga surya ke nuklir). Namun, ini bukan hasil kolektif, karena dua anggota komite anggota komite (Jones dan Smith) lebih memilih C daripada A (nuklir ke surya). Oleh karena itu, preferensi individu bersifat transitif, sedangkan preferensi kolektif bersifat siklik, yang berarti alternatif tidak dapat tidak dapat diurutkan secara konsisten. Karena alasan ini, pilihan rasional tidak mungkin dilakukan.

	TABEL 2.2

	Paradoks Pemilih

	Anggota Komite
	Preferensi

	Brown
	A (tenaga surya) lebih disukai daripada B (batu bara) B (batu bara) lebih disukai daripada C (nuklir)
A (tenaga surya) lebih disukai daripada C (nuklir)

	Jones
	B (batu bara) lebih disukai daripada C (nuklir) C (nuklir) lebih disukai daripada A (surya)
B (batu bara) lebih disukai daripada A (surya)

	Smith
	C (nuklir) lebih disukai daripada A (surya)
A (tenaga surya) lebih disukai daripada B (batu bara) C (nuklir) lebih disukai daripada B (batu bara)

	Mayoritas
	A (tenaga surya) lebih disukai daripada B (batu bara) B (batu bara) lebih disukai daripada C (nuklir)
C (nuklir) lebih disukai daripada A (surya)



Teorema kemustahilan Arrow membuktikan dengan deduksi logis bahwa tidak mungkin menerapkan prosedur demokratis (misalnya, aturan mayoritas) untuk mencapai keputusan kolektif yang bersifat transitif. Secara khusus, mustahil untuk memenuhi satu atau lebih "kondisi yang masuk akal" dari prosedur keputusan demokratis: (1) tidak adanya pembatasan pilihan, yaitu semua kemungkinan kombinasi preferensi individu harus diperhitungkan; (2) tidak adanya penyimpangan pilihan kolektif, yaitu pilihan kolektif harus secara konsisten mencerminkan pilihan individu; (3) independensi alternatif yang tidak relevan, yaitu pilihan harus dibatasi pada seperangkat alternatif tertentu yang tidak tergantung pada yang lain; (4) kedaulatan warga negara, yaitu pilihan kolektif tidak boleh dibatasi oleh pilihan-pilihan sebelumnya; dan (5) kedaulatan yang tidak diktator, yaitu tidak ada individu atau kelompok yang bisa menentukan hasil pilihan kolektif dengan memaksakan preferensinya kepada orang lain.
Untuk menghindari dilema preferensi intransitif, pilihan kolektif dapat didelegasikan kepada beberapa pengambil keputusan (misalnya, elit politik atau teknis) yang dapat diharapkan untuk mencapai konsensus dan membuat pilihan transitif. Meskipun hal ini dapat memecahkan masalah preferensi intransitif, namun tetap saja hal ini melanggar kondisi kedaulatan warga negara dan

kediktatoran. Sebagai alternatif, kita dapat memperkenalkan alternatif tambahan (misalnya, tenaga angin) dengan harapan hal ini akan mendorong konsensus, namun hal ini melanggar kondisi independensi alternatif yang tidak relevan. Namun dalam praktiknya, sistem politik yang didasarkan pada kekuasaan mayoritas menggunakan keduanya prosedur (pendelegasian dan penambahan alternatif) untuk mencapai pilihan kolektif. Pilihan-pilihan ini dikenal sebagai keputusan terbaik kedua.
Inkrementalisme Terputus-Putus

Model disjointed-incremental menyatakan bahwa model rasionalitas ekonomi yang komprehensif tidak dapat diterapkan sebagai penjelasan proses pembuatan kebijakan. Asumsi mendasar dari teori disjointed-incremental adalah bahwa keputusan dibuat pada batas status quo, sehingga perilaku pada waktu t+l sedikit berbeda dari perilaku pada waktu t. menurut model ini, pilihan rasional dibuat ketika pengambil keputusan:
· Pertimbangkan hanya alternatif-alternatif yang berbeda secara bertahap (yaitu dengan jumlah yang kecil) dari status quo.
· Membatasi jumlah perkiraan konsekuensi untuk setiap alternative.
· Saling menyesuaikan tujuan, di satu sisi, dan alternative kebijakan di sisi lain.
· Merumuskan kembali masalah dan alternative dalam rangka memperoleh pengetahuan baru.
· Menganalisis dan mengevaluasi alternative secara berurutan, sehingga pilihan dapat diubah dari waktu ke waktu, bukan hanya pada satu titik waktu.
· Memperbaiki masalah yang ada, daripada mencoba menyelesaikan masalah sepenuhnya.
· Berbagi tanggung jawab untuk analisis dan evaluasi dengan beberapa kelompok menciptakan proses yang terpisah-pisah dan tidak disatukan.
Rasionalitas Terbatas

Model bounded rationality adalah salah satu model yang terkait erat dengan model disjointed- incremental, yang menyampaikan penjelasan alternative mengenai proses pembuatan kebijakan. Namun, jikan disjointed-incremental menjelaskan tentang keterbatasan pilihan rasional kolektif, sedangkan bounded rationality menegaskan bahwa pengambil keputusan secara individu tidak berusaha untuk menjadi rasional secara penuh, atau menyeluruh, dalam arti mempertimbangkan

dan mengukur semua alternative. Meskipun pilihan-pilihan tersebut rasional, namun pilihan- pilihan tersebut dibatasi oleh situasi dan kendala praktis dari keputusan yang kompleks. Asumsi dasar dari bounded rationality adalah bahwa keputusan didasarkan pada “aturan praktis” untuk membuat pilihan yang dapat diterima secara minimal. Pencetus model bounded rationality, Herbert Simon, berpendapat bahwa tidak mungkin seorang individu yang terisolasi dapat mencapai tingkat rasionalitas yang tinggi. “Jumlah alternative yang harus dia jelajahi bagitu banyak, pengetahuan yang dia butuhkan untuk mengevaluasinya begitu luas, sehingga pendekatan terhadap rasionalitas obyektif pun sulit dibayangkan”.
Berbeda dengan maximizing behaviour (perilaku memaksimalkan), Simon mengusulkan konsep satisficing behaviour (perilaku memuaskan). Satisficing mengacu pada keputusan yang “cukup baik”, yaitu ketika keputusan menggabungkan pilihan yang memuaskan dan mencukupi untuk menciptakan pilihan yang memuaskan. Dengan kata lain, para pengambil keputusan tidak mempertimbangkan berbagai alternative yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan. Untuk membuat keputusan yang memuaskan, para pembuat kebijakan dan analisis hanya mempertimbangkan solusi potensial yang paling mudah diidentifikasi.
Beberapa orang melihat perilaku yang memuaskan sebagi upaya untuk memaksimalkan hasil yang bernilai sambal mengakui kendala yang disebabkan oleh biaya informasi. Mengingat pencarian informasi memakan waktu dan biaya, “prosedur keputusan yang optimal harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Biaya pengambilan keputusan harus dimasukkan ke dalam model pemaksimalan.”
Rasionalitas Erotetis

Dalam istilah yang paling sederhana, rasionalitas erotis mengacu pada proses bertanya dan menjawab. Model-model rasionalitas erotis, meskipun mungkin tidak memuaskan bagi mereka yang menuntut jawaban dari model-model proses keputusan yang bersifat deduktif dan induktif- statistik, berasal dari tradisi metodologis yang sama sekali berbeda, yaitu pragmatism James, Pei- rce, Dewey di bidang filsafat, serta dari Harold Lasswell, Myres McDougal, dan Don Ald Schon di bidang kebijakan publik dan ilmu-ilmu kebijakan di dunia nyata sesuai dengan proses penalaran abduktif, bukan proses deduksi dan induksi.

Sebuah pertanyaan penting tentang rasionalitas erotis adalah di mana proses pertanyaan dimulai. Salah satu jawabannya dapat ditemukan dalam sejarah pragmatism metodologis, terutama karena sejarah tersebut ditemukan dalam karya-karya Charles Sanders Peirce, yang baginya pertanyaan- pertanyaan muncul dalam proses abduction, seperti yang ditekankan oleh Bromley, abduction terjadi ketika kita dihadapkan pada suatu kejutan dan secara umum, ketika keyakinan kita “tidak tenang”. Situasi lain di mana keyakinan tidak stabil adalah apa yang disebut Dewey sebagai situasi masalah. Rein Schon, mengacu pada Dewey membedakan antara masalah dan situasi masalah, situasi masalah (bukan masalah) digambarkan sebagai “sekumpulan kekhawatiran yang menyebar dan tanda-tanda stress yang tidak jelas.” Rumusan serupa mengenai keyakinan yang tidak mantap adalah rumusan Albert, yang menyatakan bahwa ketidaktahuan merupakan syarat mutlak rasionalitas dalam melakukan analisis biaya manfaat. Di sini, seperti halnya tempat lain, keyakinan para analis dan pembuat kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan nilai-nilai sosial tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan. Di sini, pengakuan terus terang akan ketidaktahuan merupakan prasyarat untuk terlibat dalam proses Tanya jawab, sebuah proses yang menghasilkan jawaban yang optimal secara rasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang “melampaui pengalaman yang telah diperoleh dan melampaui jangkauan pengetahuan yang telah ada.”
Bromley memberikan contoh yang menarik tentang proses abduction, yang ia hubungkan dengan kesimpulan berdasarkan silogisme praktis, yang seperti semua silogisme lainnya memiliki tiga elemen atau premis. Pertimbangkan contoh seperti seseorang yang menyalakan sakelar lampu untuk menyelesaikan keyakinannya yang belum terselesaikan pada sifat-sifat objek yang tidak cukup terang. Orang tersebut menekan tombol lampu karena dia ingin ruangannya diterangi. Keinginan akan keadaan masa depan (penerangan) ini adalah alasan dari pilihan tersebut, sedangkan penyebabnya adalah karena ia menekan tombol lampu. Menekan tombol lampu “hanyalah sebuah langkah yang diperlukan meskipun cukup tidak menarik dalam proses yang dimulai dengan alasan, memerlukan urutan sebab akibat, dan berakhir dengan hasil yang diinginkan” (Bromley 2006:7).
Proses bertanya dan menjawab atau rasionalitas erotic berkaitan erat dengan penataan masalah sebagi sistem panduan utama analisis kebijakan. Rasionalitas erotis merupakan inti dari inovasi- inovasi terbaru dalam fisika, seperti yang diwakili oleh Karya Ilya Prigogine, pencetus teori chaos: fisika tidak lagi tentang kepastian, tetapi tentang pertanyaan dan jawaban, “di mana-mana, alih-

alih mengungkap keabadian dan kekekalan yang telah diajarkan ilmu pengetahuan klasik kepada kita untuk dicari di alam, kita justru menemukan perubahan, ketidakstabilan, dan evolusi.” Para mahasiswa kebijakan yang menginterogasi praktik, meninggalkan model-model deduktif dan induktif-statistik, tampaknya menggambarkan proses penalaran erotis dan abduction.
Konvergensi Simultan

Konvergensi simultan mengacu pada proses yang seperti delta sungai yang kompleks dengan beberapa aliran sungai yang menyatu dan menyimpang ketika mereka melintasi dataran banjir menuju laut. Jika kita mencoba untuk memahami “hasil” dari proses tersebut, dengan menggunakan seember air untuk mengambil sampel dari laut, kita tidak akan dapat menemukan berbagai rute, atau struktur, yang idgunakan air untuk mencapai laut. Namun, jika kita dapat memantau seluruh proses dan strukturnya, kita akan menemukan bahwa dari waktu beberapa aliran air bertemu untuk membentuk saluran dalam yang setidaknya untuk sementara memandu proses tersebut dengan cara yang dapat diprediksi.
Metafora delta sungai dan berbagai alirannya menyampaikan beberapa kerumitan proses pembuatan kebijakan, tetapi tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk mengidentifikasi struktur yang membentuk proses tersebut. Dalam konteks pembuatan kebijakan, individu dan kelompok berinteraksi dari waktu ke waktu untuk menetapkan agenda dan merumuskan kebijakan. Akan tetapi, keberhasilan mereka bergantung pada kemampuan untuk mengenali momen-momen kritis (“jendela kebijakan”) ketika tiga jenis aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu. Proposisi mendasar dari model konvergensi kritis adalah bahwa perubahan kebijakan terjadi pada momen- momen kritis ini. Pengenalan terhadap momen-momen tersebut merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi oleh analis.
Keseimbangan Bersela

Salah satu kesulitan dari model-model tersebut adalah tidak ada yang dapat menjelaskan secara memuaskan perubahan besar dari pola dominan perubahan bertahap yang diprediksi oleh model disjointed incremental. Salah satu penyimpangan utama adalah perubahan yang tiba-tiba, tidak berkesinambungan dan relative jarang terjadi dalam kebijakan lingkungan di bawah Undang- Undang Udara Bersih. Menyadari bahwa perubahan kebijakan yang signifikan dapat terjadi hanya setiap 25 tahun sekali atau lebih, Sabatier dan Jenskin-Smith meminta perhatian pada pentingnya

gangguan eksternal, atau guncangan eksogen, dalam mempengaruhi perubahan kebijakan yang tidak berkesinambungan dan memiliki cakupan yang luas. Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan sosial ekonomi yang relative cepat yang diwakili oleh resesi, depresi, dan krisis minyak, pergeseran mendadak dalam opini public seperti yang terjadi pada akhir Perang Vietnam dan peningkatan dramatis dalam nasionalisme dan rasa tidak aman pribadi yang terjadi setelah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center dan Pentagon.
Model punctuated equilibrium menyamakan proses perubahan kebijakan dengan evolusi biologis. Sebagaian besar kebijakan relative stabil, berubah secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Terdapat keseimbangan dinamis di antara kebijakan-kebijakan yang saling bersaing, seperti proses penyesuaian timbal balik yang diidentifikasi oleh Lindblom dan Braybrooke. Penyesuaian timbal balik yang saling bersaing dapat dan sering kali melibatkan proses persaingan di antara birokrasi yang relative otonom. Para pemimpin birokrasi bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan sumber daya sesuai dengan insentif kelembagaan dan struktur penghargaan organisasi mereka. Secara berkkala, perubahan mendadak (punctuated) dalam kebijakan terjadi sebagai konsekuensi dari citra politik yang baru, yang pada gilirannya merupakan produk dari “gempa bumi kebijakan” dan guncangan eksternal lainnya. Proposisi mendasar dari model punctuated equilibrium adalah guncangan eksternal merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk terjadinya perubahan kebijakan yang besar. Kondisi yang cukup adalah bahwa citra politik dan pemahaman baru tentang dunia politik muncul sebagai respon terhadap guncangan ini. Namun, ketika citra kepercayaan dan nilai-nilai politik baru berkembang secara bertahap, dalam jangka waktu lama prosesnya tidak “punctuated”.
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk meningkatkan pembuatan kebijakan. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat banyak kebijakan yang paling penting yang resisten bahkan terhadap perubahan-perubahan kecil. Perubahan besar yang tidak berkesinambungan relative jarang terjadi, dan biasanya berasal dari guncangan eksternal terhadap sistem kebijakan, bukan dari perubahan internal yang ditentukan oleh para analis dan ditindaklanjuti oleh para pembuat kebijakan. Namun demikian, analisis kebijakan multidisipliner tetaplah penting karena adanya potensi perubahan yang terkandung dalam lima jenis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan metode-metode yang terkait.

Potensi Penggunaan Analisis

Di antara banyak analis, sudah menjadi keyakinan yang tak terucapkan bahwa menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Di sini, keampuhan praktis dari pengetahuan yang diduga dapat dilihat dari fungsi, atau tujuan yang dialayani oleh metode-metode tersebut.
Penataan Masalah (problem structuring). Fungsi dari metode-metode penataan masalah adalah untuk menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan bagi mereka yang ingin mengkaji asumsi-asumsi yang mendasari pendefinisian masalah-masalah dalam agenda publik. Dalam tahap penyusunan agenda pembuatan kebijakan, strukturisasi masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab yang saling bersaing, mmetakan tujuan-tujuan yang mungkin dicapai, mensisntesiskan pandangan-pandangan yang saling bertentangan, dan memvisualisasikan kebijakan-kebijakan yang baru dan lebih baik. Sebagai contoh, masalah bias ras dan kelamin dalam sekitar 20 juta tes standarisasi yang diberikan setiap tahun di Amerika Serikat ditempatkan pada agenda legislative di beberapa negara bagian pada akhir tahun 1980-an. Di Pennsylvvania, para analis menentang asumsi bahwa bias tes merupakan masalah yang membutuhkan tindakang legislative misalnya, pelarangan langsung terhadap tes terstandardisasi setelah mensisntesis dan mengevaluasi penelitian tentang bias tes yang dipublikasikan dalam literature professional dan akademis. Terdapat perbedaan besar yang teramati dalam nilai tes prestasi minoritas dan kulit putih, namun dipastikan bahwa sebagian besar perbedaan ini tidak muncul dari bias tes itu sendiri. Melainkan merupakan indicator, atau pengukur, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan. Para analis merekomendasikan penggunaan tes standar yang berkelanjutan untuk memantau ketidaksetaraan ini, yang berujung pada penghapusan isu ini dari agenda legislative.
[image: ]

Peramalan (forecasting). Metode-metode untuk meramalkan hasil kebijakan yang diharapkan memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mngenai konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi jika kebijakan tersebut diadopsi (termasuk tidak melakukan apa-apa) pada tahap perumusan kebijakan. Peramalan membantu mengkaji masa depan yang masuk akal, potensial, dan berbilai secara normative, memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yanga da dan yang diusulkan, menentukan kemungkinan hambatan di masa depan dalam pencapaian tujuan dan memperkirakan kelayakan politik (dukungan dan penolakan) dari berbagai pilihan. Pada tahun 1990, misalnya para analis di Health Care Finance Administration menggunakan metode peramalan untuk memperkirakan dampak dari kekurangan pendapatan pada dana perwalian medicare, yang dapat habis dalam dua decade mendatang. Dengan tidak adanya inisiatif kebijakan perawatan kesehatan yang baru, manfaat di masa depan di bawah Medicare dapat berkurang sebesar $40-$50 miliar, menciptakan pengurangan program sebesar 50 persen. Sementara itu, dengan adanya baby-boom, sekitar 40 juta orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan kemungkinan besar akan bertambah banyak. Disahkannya Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Abamperes008) secara signifikan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki perawatan kesehatan.
Resep (prescription). Metode untuk menentukan alternative kebijakan yang lebih disukai menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai manfaat dan biaya dan lebih umum lagi, nilai atau kegunaan hasil kebijakan yang diharapkan yang diperkirakan melalui peramalan. Hal ini membantu para pembuat kebijakan dalam fase adopsi kebijakan. Dengan menggunakan metode untuk menentukan kebijakan yang lebih disukai, para analis dapat memperkirakan tingkat risiko dan ketidakpastian, mengidentifikasi eksternalitas dan dampak limpahan, mennetukan kriteria untuk menentukan pilihan, dan menetapkan tanggung jawab administrative untuk mengimplementasikan kebijakan. Sebagai contoh, perdebatan tentang batas kecepatan maksimum di Amerika Serikat berfokus pada biaya per korban jiwa yang dicegah dengan batas kecepatan 55 dan 65 km/jam. Pada tahun 1980-an, sebuah rekomendasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa batas kecepatan 55 mph hanya akan menyumbang tidak lebih dari 2-3 persen dari jumlah kematian yang dapat dicegah, mengusulkan pergeseran pengeluaran untuk mempertahankan batas kecepatan ke pembelian alat pendeteksi asap yang akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pada tahun 1987, sekitar empat puluh negara bagian

bereksperimen dengan batas kecepatan yang lebih tinggi. Pada tahun 1995, batas kecepatan 55 mph ditinggalkan sama sekali.
Pemantauan (monitoring). Metode untuk memantau hasil-hasil kebijakan yang diamati memberikan pengetahuan tentang konsekuensi dari penerapan kebijakan, sehingga membantu dalam tahap implementasi kebijakan. Banyak lembaga yang secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan indicator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kejahatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi yang tidak diharapkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan kendala implementasi, dan menemukan sumber tanggung jawab atas penyimpangan dari kebijakan. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat dipantau oleh para analis di beberapa lembaga, termasuk Biro Sensus dan Biro Statistik Tenaga Kerja. Sebuah analisis pada tahun 1991 menyimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga rata-rata riil di Amerika Serikat tumbuh hanya 2 persen anatar tahun 1969 dan 1989. Pada periode yang sama, pangsa pendapatan nasional dari seperlima rumah tangga teratas tumbuh menjadi dari 43 menjadi 46,7 persen. Sementara semua kelompok pendapatan lainnya mengalami penurunan. Dalam hal ini, pemantauan kebijakan menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang mencolok, erosi kelas menengah, dan penurunan standar hidup antara tahun 1969 dan 1989. Situasi pada periode 1989- 2015 ditandai dengan ketimpangan pendapatan yang lebih besar.
Evaluasi (evaluation). Metode-metode untuk mengevaluasi hasil-hasil kebijakan yang diamati menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kinerja kebijakan yang sesungguhnya, sehingga membantu tahap-tahap penilaian kebijakan, adaptasi kebijakan, suksesi kebijakan, dan penghentian kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan tentang sejauh mana masalah telah diatasi, tetapi juga dapat berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendorong suatu kebijakan, membantu penyesuaian atau perumusan kembali kebijakan, dan menetapkan dasar untuk mengatasi penyesuaian atau perumusan kembali kebijakan, dan menetapkan dasar untuk mengatasi masalah. Contoh evaluasi yang baik adalah jenis analisis yang memberikan kontribusi pada klarifikasi, kritik, dan perdebatan nilai-nilai dengan mengusulkan

agar penalaran etis dan moral melengkapi penalaran teknis yang mendorong kebijakan lingkungan di Uni Eropa dan wilayah serta negara lain.
Penggunaan Analisis dalam Praktik

Penggunaan analisis kebijakan dan hasil-hasilnya memiliki potensi untuk mewujudkan visi Lasswell mengenai pengetahuan dan proses kebijakan. Namun dalam praktiknya, mewujudkan visi ini tunduk pada keterbatasan.
· Penggunaannya tidak langsung, tertunda, dan umum. Penggunaan analisis biasanya tidak langsung, tertunda, dan umum. Analisis tunggal jarang dianggap penting kecuali jika analisis tersebut merupakan bagian dari pengetahuan yang lebih besar. Karakter penggunaan yang tidak langsung dan umum ini dapat dimengerti ketika kita menyadari bahwa pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks yang terdiri dari siklus-siklus yang tidak dapat diprediksi, mulai dari penghentian dan pergantian hingga adaptasi dan arus pendek.
· Makna perbaikan secara etis kontroversial. Ketika hasil analisis digunakan, makna dari apa yang dimaksud dengan perbaikan tergantung pada perspektif politik, ideology, dan etika pengamat. Mereka yang percaya bahwa kepentingan publik dilayani dengan membantu mereka yang lebih miskin dengan membebani mereka yang lebih kaya mungkin melihat “perbaikan” secara berbeda dari mereka yang percaya bahwa kepentingan publik dilayani dengan mereka yang lebih kaya.
Kepentingan individu terlayani ketika individu menyelesaikan masalah tanpa campur tangan pemerintah. Yang pasti, nilai “efisiensi” sering kali dipandang sebagai sesuatu yang didukung oleh semua orang. Namun, efisiensi itu sendiri adalah masalah etika, karena kebijakan sering kali menguntungkan beberapa individu dan membebani orang lain.
· Menjadi berguna mencerminkan kepentingan pribadi, professional, dan institusi. Sebagai professional dan pribadi, para analis berusahan untuk meningkatkan status, penghargaan, dan kesejahteraan mereka, tidak hanya bagi lembaga dan komunitas mereka. Memperoleh akses kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, hak istimewa, dan kedudukan ekonomi sebagai penasihat, konsultan, saksi ahli, atau staf analis merupakan bagian dari motivasi untuk menjadi seorang professional.

Kesalahpahaman mengenai penggunaan analisis berasal dari kegagalan untuk menyadari bahwa proses penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sama rumitnya dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Pertimbangkan uraian tentang pembuatan keputusan kebijakan oleh Chester Barnard, seorang CEO yang sukses dan kontributor utama dalam teori dan praktik administrasi publik dan bisnis. Barnard menulis bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memindahkan tiang telepon dari satu sisi jalan ke sisi lainnya, mungkin diperlukan sekitar
10.00 keputusan yang dilakukan oleh 100 karyawan yang berada di belasan lokasi. Untuk melakukan analisis yang kompeten, perlu dilakukan investigasi terhadap fakta-fakta sosial, politik, moral, hukum, ekonomi, dan fisik lingkungan, sebuah proses yang "membutuhkan 9.000 definisi ulang dan penyempurnaan tujuan. kemungkinan tidak lebih dari setengah lusin keputusan akan
ditarik kembali atau dianggap layak untuk disebutkan. Yang lainnya akan 'diterima begitu saja,'
semua bagian dari usaha untuk mengetahui bisnis seseorang.

· Komposisi pengguna. Individu maupun kolektif-misalnya, lembaga, kementerian, biro, pengadilan, badan legislatif, parlemen-menggunakan analisis kebijakan. Ketika penggunaan analisis melibatkan keuntungan (atau kerugian) dalam kegunaan pengetahuan secara pribadi, maka proses penggunaan tersebut merupakan aspek dari keputusan individu (penggunaan individu). Sebaliknya, ketika proses penggunaan melibatkan banyak individu, maka hal tersebut merupakan aspek dari keputusan atau kebijakan kolektif (penggunaan kolektif).
· Cakupan pengetahuan yang digunakan. Cakupan pengetahuan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan berkisar dari yang spesifik hingga yang umum. Penggunaan "gagasan dalam mata uang yang baik" bersifat umum (penggunaan umum), dan mencakup penggunaan metafora dan perumpamaan yang menangkap makna esensial dari gagasan dan tindakan. Sebaliknya, penggunaan rekomendasi tertentu bersifat spesifik (penggunaan khusus), seperti yang dicontohkan oleh prosedur operasi standar yang mengatur jam kerja atau arahan anggaran yang melibatkan pengeluaran dana.
· Efek yang diharapkan dari penggunaan. Penggunaan analisis memiliki efek konseptual, simbolis, dan instrumental. Efek konseptual meliputi penggunaan analisis untuk memikirkan masalah dan solusi (penggunaan konseptual) dan untuk melegitimasi formulasi yang lebih disukai atas masalah dan solusi (penggunaan simbolis). Sebaliknya, dampak perilaku melibatkan penggunaan analisis kebijakan sebagai instrumen untuk

mengarahkan atau memanipulasi kegiatan atau fungsi (penggunaan instrumental). Penggunaan pengetahuan secara konseptual, simbolis, dan instrumental terjadi di antara para pengguna individual dan kolektif.
Dalam praktiknya, ketiga dimensi penggunaan pengetahuan ini saling tumpang tindih. Seperti yang akan kita lihat pada Bab 9, persinggungan di antara ketiganya memberikan dasar untuk menilai dan meningkatkan penggunaan analisis kebijakan.
RINGKASAN BAB

Bab ini telah menyajikan tinjauan umum mengenai peran analisis kebijakan dalam pembuatan kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pembuat kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Analisis kebijakan merupakan kegiatan intelektual yang tertanam dalam proses sosial. Meskipun pembuatan kebijakan dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan yang diatur berdasarkan waktu, pengorganisasian tahapan-tahapan tersebut menyerupai tong sampah atau anarki yang terorganisir. Banyak model yang dapat digunakan untuk menggambarkanbagaimana dan mengapa kebijakan berubah, yang kesemuanya menangkap sifat penting dari pembuatan kebijakan. Metode analisis dirancang untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang berguna dalam semua tahap pembuatan kebijakan. Namun, penggunaan analisis bersifat tidak langsung, tertunda, umum, dan secara etis kontroversial. Meskipun hal ini mempersulit proses penggunaan pengetahuan, namun hal ini sudah seharusnya terjadi, mengingat banyaknya variasi penggunaan pengetahuan berdasarkan keterkaitan antara komposisi, ruang lingkup, dan efek yang diharapkan.
KASUS 2.1 APAKAH ANALIS KEBIJAKAN ADALAH TEKNOKRAT?

Pada paruh pertama abad ke-20, keterlibatan ilmuwan sosial dan ilmu pengetahuan alam dalam pembuatan kebijakan sebagian besar merupakan respons terhadap krisis sosial, ekonomi, dan politik-militer.89 Para anggota ilmu pengetahuan dan profesi tersebut merupakan partisipan ad hoc dan tidak tetap di pemerintahan pada periode depresi, dislokasi, dan perang yang berlangsung sejak awal tahun 1930-an hingga akhir tahun 1940-an. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ilmu-ilmu sosial dan profesi sosial-ilmupolitik, sosiologi, ekonomi, administrasi publik, manajemen bisnis,pekerjaan sosial, perencanaan-menjadi salah satu sumber utama staf, penasihat, dan konsultan pemerintah penuh waktu. Untuk pertama kalinya, badan-badan publik merekrut secara

teratur para spesialis yang memilikimenerima pelatihan dan telah disertifikasi oleh organisasi profesi masing-masing.Bagi banyak pengamat, era baru ini menandakan munculnya bentuk baru organisasi sosial dan politik di mana pembuatan kebijakan publik dan panduan masyarakat sangat bergantung padapada pengetahuan dan teknologi khusus dari ilmu pengetahuan dan profesi. Menekankan aspek sosialnya, beberapa pihak menyebut bentuk organisasi baru ini sebagai "masyarakat pengetahuan "90 atau"masyarakat pascaindustri. "91 Yang lain, dengan fokus pada aspek politiknya, berbicara tentang transisi dari "negara administratif" ke "negara ilmiah. "
Masyarakat Pascaindustri dan Negara Ilmiah

Masyarakat pascaindustri, yang merupakan perpanjangan dari pola pembuatan kebijakan dan organisasi sosial ekonomi masyarakat industri, semakin didominasi oleh kelas profesional-teknis yang terdidik. Banyak dari karakteristik masyarakat pascaindustri penting untuk dipertimbangkan ketika kita merenungkan evolusi historis dan pentingnya analisis kebijakan
· Sentralitas pengetahuan teoretis. Meskipun peradaban paling awal mengandalkan pengetahuan khusus, hanya pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21, inovasi dalam teknologi “lunak” (sosial) dan “keras” (fisik) secara langsung bergantung pada kodifikasi pengetahuan teoretis yang disediakan oleh ilmu-ilmu sosial, fisika, dan biologi.
· Penciptaan teknologi intelektual baru. Peningkatan dalam teknik matematika dan statistik telah memungkinkan penggunaanpemodelan, simulasi, dan berbagai bentuk analisis sistem yang canggih untuk menemukan solusi yang lebih efisien dan “rasional” bagi masalah- masalah publik.
· Penyebaran kelas pengetahuan. Kelompok pekerjaan yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat terdiri dari teknisi dan profesional. Kelompok ini, termasuk manajer profesional, mewakili 28 persen orang yang bekerja pada tahun 1975, 28,3 persen pada tahun 1995, dan30,3 persen pada tahun 2000. Orang-orang yang bekerja di bidang nonpertanian tumbuh dari 62,5 menjadi 98,4 persen antara tahun 1900 dan 1990.
· Pergeseran dari barang ke jasa. Pada tahun 1975, lebih dari 65 persen tenaga kerja aktif terlibat dalam produksi dan penyediaan jasa, sebuah angka yang melebihi 80 persen pada tahun 2000. Jasa pada dasarnya adalah manusia(misalnya, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial) dan profesional-teknis(misalnya, layanan pengetahuan, pemrograman komputer, telekomunikasi).

· Instrumentalisasi ilmu pengetahuan. Meskipun ilmu-ilmu alam dan sosial telah lama digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan lingkungan manusia dan material, ilmu-ilmu tersebut sebagian besar terbuka terhadap kritik internal dan dilindungi oleh norma-norma penyelidikan ilmiah. Pada masa sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi semakin birokratis, tunduk padatujuan pemerintah, dan dinilai dari segi manfaatnya bagi masyarakat. Lebih dari 95 persen dari semua penelitian yang didanai adalah penelitian terapan mengenai masalah-masalah praktis dalam bisnis, perdagangan, dan pemerintahan.
· Kelangkaan pengetahuan ilmiah dan teknis. Pengetahuan semakin menjadi salah satu sumber daya masyarakat yang paling langka.Pengetahuan adalah milik bersama, bukan milik pribadi, dan diperlukan strategi kooperatif daripada kompetitif untuk produksi dan penggunaannya jika ingin mencapai hasil yang optimal. Pertumbuhan eksponensial yang cepat dari Internet dan World Wide Web merupakan sarana untuk memenuhi permintaan akan pengetahuan oleh pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba.
Perkembangan analisis kebijakan dan ilmu terapan lainnya tampaknya menjadi bagian dari masyarakat pascaindustri dan negara ilmiah yang sedang berkembang. Namun, apa yang Apakah perkembangan ini memiliki arti penting bagi isu-isu tata kelola pemerintahan yang demokratis, kebebasan sipil, dan privasi? Seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh para produsen pengetahuan yang relevan dengan kebijakan? Meskipun pengetahuan teoretis jelas terlihat lebih sentral dibandingkan dengan periode sejarah lainnya, apa artinya hal ini bagi distribusi kekuasaan politik? Apakah proliferasi teknologi intelektual baru juga berarti bahwa struktur danproses pembuatan kebijakan telah berubah? Apakah penyebaran "kelas pengetahuan" sebanding dengan kekuatan dan pengaruhnya? Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan analisis kebijakan dan ilmu terapan lainnya adalah menghasilkan pengetahuan untuk tujuan praktis, tujuan siapa yang dilayani? Singkatnya, bagaimana kita menafsirkan transformasi historis dari penelitian yang berorientasi pada kebijakan dari masa-masa sebelumnya ke "masyarakat pengetahuan" dan "negara ilmiah" saat ini?
Bimbingan Teknokratis versus Konseling Teknokratis

Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, dua di antaranya akan kita bahas di sini. Satu perspektif menyatakan bahwa profesionalisasi analisis

kebijakan dan ilmu-ilmu sosial terapan lainnya sedang-atau seharusnya-mengalihkan kekuasaan dan tanggung jawab dari para pembuat kebijakan kepada para analis kebijakan. Perspektif ini, yaitu pedoman teknokratis, terkait dengan "peralihan analis sentris" yang telah dijelaskan di bagian awal bab ini. Premis dasar dari peralihan analis sentris adalah bahwa "cara yang paling pasti untuk meningkatkan kualitas pilihan publik adalah dengan memperbanyak jumlah analis yang menghasilkan lebih banyak analisis. Dengan Sebaliknya, sebuah perspektif yang bertentangan, penasihat teknokratis, berpendapat bahwa profesionalisasi analisis kebijakan dan ilmu sosial terapan lainnya menandakan cara-cara baru yang lebih efektif untuk meningkatkan pengaruh para pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok dominan lainnya yang posisinya terus bertumpu pada kekuasaan, kekayaan, dan hak istimewa.
Sebenarnya, tidak satu pun dari perspektif ini yang sepenuhnya akurat dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa seputar pergerakan menuju masyarakat pascaindustri; masing-masing mengandung penekanan sepihak pada karakteristik tertentu dari masyarakat kontemporer dengan mengesampingkan karakteristik lainnya. Namun, sebagaimana perkembangan analisis kebijakan abad ke-19 merupakan respons praktis terhadap masalah-masalah pada masa itu yang dilihat oleh kelompok-kelompok dominan, demikian pula analisis kebijakan kontemporer merupakan konsekuensi dari perubahan strukturdan peran pemerintah yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah baru. "Ledakan kontemporer dalam kebijakan Analisis," tulis Schick, "memiliki sumber utama dalam pertumbuhan besar pemerintah Amerika, bukan dalam perkembangan intelektual ilmu-ilmu sosial. Sepanjang abad ke-20, perluasan pemerintah diikuti dengan tuntutan akan pengetahuan yang lebih relevan dengan kebijakan. Seiring dengan pertumbuhan pemerintah, demikian pula dengan pasar untuk analisis kebijakan.
Perkembangan analisis kebijakan pada abad ini telah mengikuti pertumbuhan lembaga eksekutif federal. Pada tahun 1900, terdapat sekitar sembilan puluh lembaga eksekutif federal. Pada tahun 1940, angka ini telah meningkat menjadi 196, dan pada tahun 1973, jumlah total badan eksekutif federal melonjak menjadi 394. Persentase peningkatan terbesar terjadi setelah tahun 1960.
Sekitar 35 persen dibentuk setelah tahun 1960. Pertumbuhan pemerintah federal yang cepat terutama merupakan respons terhadap masalah-masalah baru di bidang pertahanan nasional, transportasi, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, energi, dan lingkungan.

Ada banyak "tantangan" baru dalam pembuatan kebijakan: partisipasi yang berlebihan, mobilisasi pekerja sektor jasa, transformasi nilai-nilai sosial dasar, penataan kembali kelompok-kelompok kepentingan, kesenjangan yang semakin besar antara masyarakat perkotaan dan pinggiran kota, dan krisis fiskal yang berulang. Beberapa pengamat, terutama ilmuwan kebijakan Yehezkiel Dror, bahkan sampai merumuskan hubungan antara masalah-masalah tersebut dengan analisis kebijakan dalam bentuk hukum umum: "Sementara kesulitan dan bahaya masalah cenderung meningkat pada tingkat geometris, jumlah orang yang memenuhi syarat untuk menangani masalah-masalah ini cenderung meningkat pada tingkat aritmatika. Dengan demikian, pertumbuhan analisis kebijakan tampaknya merupakan konsekuensi, bukan penyebab, dari perubahan dalam struktur pemerintahan dan sifat serta ruang lingkup masalah sosial.
Perspektif panduan teknokratis menegaskan bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan merupakan sumber daya yang semakin langka, yang mana kepemilikannya akan meningkatkan kekuatan dan pengaruh analis kebijakan. Perspektif panduan teknokratis Perspektif bimbingan dapat dirangkum dalam lima proposisi utama.
· Meningkatnya saling ketergantungan, kompleksitas, dan laju perubahan masyarakat kontemporer membuat pengetahuan yang ada menjadi usang, sehingga meningkatkan permintaan akan bentuk-bentuk baru pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
· Masalah-masalah masyarakat kontemporer dapat diselesaikan dengan pengetahuan khusus yang dihasilkan oleh para analis kebijakan.
· Kompleksitas teknis dari pilihan-pilihan kebijakan mendorong keterlibatan langsung yang lebih tinggi dari para analis kebijakan dan ilmuwan terapan lainnya.
· Tingkat keterlibatan langsung yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan analis profesional untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, membuat para politisi semakin bergantung pada mereka.
· Ketergantungan politisi yang semakin besar terhadap analis kebijakan profesional mengikis kekuatan politik mereka.
Perspektif saingannya, yaitu penasihat teknokratis, dimulai dari asumsi bahwa analis kebijakan profesional beroperasi dalam lingkungan di mana pembuat kebijakan, sebagai konsumen pengetahuan khusus, sangat menentukan kegiatan produsen.

Dalam konteks ini, peran utama para analis adalah untuk melegitimasi - yaitu, membenarkan secara ilmiah dan teknis - keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang sebenarnya.
Perspektif penasihat teknokratis juga dapat dirangkum dalam beberapa proposisi kunci.

· Alternatif kebijakan utama mencerminkan nilai-nilai yang saling bertentangan yang dipegang oleh berbagai segmen masyarakat.
· Konflik nilai terkait dengan perbedaan kekuatan politik.
· Pilihan atas alternatif kebijakan tertentu melambangkan kemenangan satu segmen masyarakat atas segmen lainnya.
· Para pembuat kebijakan menggunakan pembenaran ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para analis untuk menekan konflik dan melegitimasi pilihan-pilihan yang sebenarnya dibuat atas dasar politik.
· Kredibilitas pembenaran ilmiah dan teknis mengharuskan analisis kebijakan dan ilmu terapan lainnya disajikan secara netral, tidak memihak, dan apolitis.
· Analis profesional, meskipun mereka adalah sumber pembenaran ilmiah dan teknis, dapat dibuang. Mereka juga berfungsi sebagai kambing hitam untuk kebijakan yang gagal.
Jika kita memilih kasus-kasus dengan hati-hati, kita dapat menunjukkan bahwa para analis melakukan "panduan teknokratis" dalam jumlah besar. Sebagai contoh, analisis New York City- RAND Corporation mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tanggap petugas pemadam kebakaran kota terhadap kebakaran yang dilaporkan telah dikreditkan dengan keberhasilan yang tidak biasa, meskipun upaya RAND lainnya kurang efektif dalam membentuk keputusan. Di sisi lain, penggunaan pengetahuan khusus untuk membuat pilihan kebijakan tampaknya sangat tidak merata. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian terhadap eksekutif federal yang dilakukan pada tahun 1973-1974, penelitian ilmu sosial relatif tidak penting sebagai dasar untuk memilih di antara berbagai alternatif kebijakan. Selain itu, sejauh mana penelitian digunakan bergantung pada faktor- faktor nonteknis: "tingkat penggunaan pengetahuan bukan merupakan hasil dari lambatnya aliran pengetahuan yang relevan dan valid dari para produsen pengetahuan kepada para pembuat kebijakan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang melibatkan nilai-nilai, ideologi, dan gaya pengambilan keputusan.

Temuan bahwa analisis kebijakan digunakan untuk tujuan politik menambah ukuran kredibilitas perspektif penasihat teknokratis. Begitu pula dengan karakter konservatif yang tampak dari banyak analisis. Dalam konteks ini, analisis kebijakan telah dicirikan sebagai ilmu sosial yang konservatif dan dangkal, yang gagal mengajukan pertanyaan-pertanyaan radikal mengenai masalah-masalah dasar. Selain itu, beberapa pengamat melihat dalam analisis kebijakan terdapat ideologi terselubung yang menekan pertanyaan-pertanyaan etis dan nilai atas nama ilmu pengetahuan.108 Dalam kondisi seperti itu, dapat dimengerti jika para analis dapat digunakan sebagai instrumen politik sehari-hari.
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